GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi
lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru
terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai
perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, Serta
mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit di
Provinsi Sumatera Selatan yang berkelanjutan, maka perlu
adanya Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, perencanaan perkebunan
dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan peran
serta masyarakat untuk memberi arah, pedoman, dan alat
pengendali pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan
perkebunan, maka pemerintah daerah perlu menyusun
Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi

a
Nomor 6856); ‘\ q I
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143) Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757); l\ &I
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5957);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
penyelenggaraan bidang pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
penyelenggaraan bidang pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 98/ PERMENTAN/OT.140/9/2013
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 1'
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14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);

15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3

18. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah
Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi, dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi
Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera
Selatan.

S. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang
mendukung pelaksanaan aksi dan menjalankan fungsi
koordinasi.

6. Mitra pendukung adalah lembaga yang memberikan
kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi
lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi. '\ &l
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7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber
daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat
dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran
terkait tanaman perkebunan.

8. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang
menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa
sawit.

9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau
perusahaan  perkebunan yang mengelola  usaha
perkebunan.

10. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara
Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan
skala usaha kecil kurang dari 25 ha (dua puluh lima
hektar).

11. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang
berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola
usaha perkebunan dengan luas 25 ha (dua puluh lima
hektar) atau lebih.

12. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
(Indonesian  Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya
disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan
kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah
lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

13. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian
kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang
berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa
produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit
telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

14. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk
oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan
penunjukan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi
Sumatera Selatan.

15. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB
adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan
berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan
produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas
kelapa sawit Sumatera Selatan dengan memperhatikan
aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman
bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk
meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam
mencapai tujuan pembangunan kelapa sawi
berkelanjutan sesuai dengan kewenangan. 1\ g» /
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(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan
pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan
pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di
Provinsi.

Pasal 3

RAD-KSB dituangkan dalam bentuk 5 (lima) komponen yaitu:
a. penguatan data;

b. penguatan koordinasi dan infrastruktur;

c. peningkatan Kkapasitas dan kapabilitas pekebun serta
percepatan peremajaan;

pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO; dan
peningkatan akses pasar produk-produk kelapa sawit.

R -~ 0o o

BAB II
SISTEMATIKA RAD-KSB
Pasal 4
(1) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB 1 : PENDAHULUAN
BABII  : INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BABIII : PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI
BAB IV : PENUTUP

(2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
Pasal 5

Strategi pembangunan Perkebunan Kelapa sawit

Berkelanjutan Provinsi, meliputi:

a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;

b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Cc. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk
optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka
panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;

d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun
dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan
tepat guna;

e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang
memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan; ﬂr /

3

4




57

f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa
sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan
perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;

g membangun keterbukaan akses terhadap informasi,
pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;

h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis
dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan

i. membangun  sinkronisasi dan koordinasi lintas
lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara
optimal.

Pasal 6

Arah kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

Berkelanjutan difokuskan kepada:

a. penumbuhan (peningkatan produksi tanaman), yaitu
peningkatan produktivitas melalui program intensifikasi
dan peremajaan tanaman tua dan rusak;

b. pengembangan, yaitu perluasan kawasan pada lokus
tertentu dan peningkatan penggunaan benih unggul
bersertifikat; dan

C. pemantapan, yaitu penguatan koorporasi petani,
peningkatan mutu hasil dan pengembangan industri
turunan dan olahan.

BAB IV
PELAKSANAAN RAD-KSB
Pasal 7
(1) Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan secara koordinatif oleh
tim pelaksana daerah, yang terdiri dari:

a. Dinas;

b. Perangkat Daerah Pelaksana;

c. Mitra Pendukung;

d. Pelaku Usaha; dan

e. Para pihak terkait perkebunan kelapa sawit serta

dapat mengikutsertakan peran masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Untuk membantu tim pelaksana daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat tim
pelaksana daerah yang berkedudukan di Dinas.

(4) Gubernur melaksanakan RAD-KSB melalui Dinas.

(5) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB
kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan
atau sewaktu-waktu jika diperlukan. \



B

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, = memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tangga’l 2:} 7 RN i AL Y
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

g | N
Safl Doy 2002

A. FATONI

Diundangkan di Palembang

pada tanggal --

=
J ]
-

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

-

S.A SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 3~



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR “# TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Dokumen
Rencana Aksi Daerah

KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
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Bab 1
PENDAHULUAN

*  Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit
terluas, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pulau Sumatera (Ditjienbun, 2021).

e Totalluastutupanlahankelapasawitmencapai 1,4 juta hektar, dimanaareaterbesarterdapat di Kabupaten
Musi Banyuasin, seluas 456.317 hektar, lalu diikuti dengan Kabupaten Banyuasin seluas 325.903 hektar.

*  Komitmen pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan telah tertuang dalam: (i)
RPJMD, (i) Renstra Disbun, dan (iii) Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GGP). Sebagai salah satu
komoditas strategis wilayah, Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen pengelolaan kebun secara lestari
melalui Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan
periode 2023-2027.

1.1. Latar Belakang

1.2. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional.
Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas
tutupan lahan kelapa sawit pada tahun 2019 mencapai 16.381.959 ha (Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019). Dengan luasan tersebut, kelapa sawit memberikan kontribusi
terhadap PDB Nasional sebesar 3,5% dan mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang (Kemenko
Perekonomian, 2020). Tingginya kontribusi komoditas sawit tidak terlepas dari meningkatnya kinerja
ekspor yang berasal dari crude palm oil (CPO) atau dikenal dengan nama minyak sawit mentah dan ragam
produk turunannya seperti biodiesel dan oleochemical. Namun demikian, industri kelapa sawit nasional
masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan.

Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu kesulitan dalam meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat
dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Konsep pembangunan kelapa sawit berkela njutan berangkat
dari prinsip 5P (people, planet, prosperity, peace dan partnership). People atau manusia, pembangunan dan
pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan diharapkan dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya
kesejahteraan petani kelapa sawit dan pemangku kepentingan terkait. Planet atau bumi, budidaya dan tata
kelola perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Prosperity
atau kemakmuran, pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan hendaknya mampu mewujudkan
kesejahteraan petani kelapa sawit, termasuk meningkatkan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan
keluarga petani. Peace atau perdamaian, pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus dapat
memastikan bahwa lahan tempat budidaya kelapa sawit merupakan lahan yang benar dan sah, tidak silang
sengketa, serta tidak berada pada kawasan hutan. Terakhir, partnership atau kemitraan, petani kelapa sawit
yang dapat mengoptimalkan kemitraan dengan pemerintah, swasta (termasuk pabrik kelapa sawit), serta
lembaga pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit
yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan tentunya
membutuhkan tahapan transformasi yang melibatkan para pihak (Gambar 1.1)

Dokumen Rencana Aksi Daerah
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Gambar 1.1 Tahapan menuju perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (Khatun, Reza, Moniruzzaman, & Yakoob, 2017)

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024 merupakan momentum penting bagi semua pihak untuk
meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak dalam perbaikan tata kelola sawit
secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu acuan bagi pembangunan perkebunan kelapa
sawit, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan,
pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, dan peningkatan diplomasi serta percepatan
pencapaian perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. RAN KSB menginstruksikan kepada para
Menteri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaksanakan RAN KSB 2019-2024 sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB, kebijakan pembangunan
kelapa sawit berkelanjutan diintegrasikan ke dalam program kegiatan rencana pembangunan nasional yang
tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sebanyak 25 daerah menyusun dan menerapkan rencana aksi
daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sampai dengan tahun 2024. RPJMN Tahun 2020-2024 juga
menyebutkan adanya prioritas program berupa peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di
sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator pertumbuhan PDB pertanian. Selanjutnya RPJMN Tahun 2020-
2024 juga menyebutkan adanya kegiatan prioritas berupa peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian,
kemaritiman, dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir, yang indikatornya peningkatan produksi kelapa sawit.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan sektor pertanian, salah satunya adalah pembangunan
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Inpres mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk menyusun dokumen Rencana
Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan
daerah serta membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan
para pihak terkait (forum multipinak). Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi prioritas dalam
RPJMN untuk menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Dokumen Rencana Aksi Daerah
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Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit
terluas, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pulau Sumatera (Ditjenbun, 2021).
Total luas tutupan lahan kelapa sawit mencapai 1,4 juta ha, dimana area terbesar terdapat di Kabupaten Musi
Banyuasin, seluas 456.317 ha, lalu diikuti dengan Kabupaten Banyuasin seluas 325.903 ha. Berdasarkan
statistik perkebunan, produksi kelapa sawit pada tahun 2021 dapat mencapai 4.388.731 ton. Sebagai
salah satu komoditas strategis wilayah, maka Provinsi Sumatera Selatan sudah selayaknya merencanakan
pengelolaan kebun secara lestari melalui Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam demi
kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Adapun komitmen ini
tertuang ke dalam: (i) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk meningkatkan
produktivitas komoditas strategis, salah satunya adalah kelapa sawit, melalui pengelolaan sumber daya
alam secara berkelanjutan; (i) rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau (green growth plan - GGP)
dengan strategi pengelolaan komoditas unggulan termasuk sawit melalui tata kelola lahan, peningkatan
produktivitas, diversifikasi, perbaikan rantai nilai, dan pembagian manfaat yang adil; dan (iii) rencana strategis
Dinas Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit melalui intensifikasi, optimalisasi, dan
stabilitas harga. Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga bertujuan untuk meningkatkan jumiah kebun
yang memiliki sertifikat ISPO. Saat ini, terdapat 63 perusahaan kelapa sawit yang memiliki sertifikat ISPO di
Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun beberapa kebijakan terkait pengelolaan kelapa
sawit berkelanjutan, salah satunya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 tentang Rencana Induk
Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan yang disusun pada tahun 2017. Program rencana
induk pertumbuhan ekonomi hijau sangat selaras dan bersinergi dengan program RAN KSB yang diturunkan
menjadi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah
menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
Kebijakan ini menegaskan bahwa pembukaan lahan tanpa bakar untuk budidaya merupakan langkah dini
pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Penyusunan RAD KSB merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau yang sudah
dirancang Provinsi Sumatera Selatan. RAD KSB di tingkat provinsi nantinya akan dilanjutkan dengan inisiatif
di tingkat kabupaten/kota. Melalui perencanaan yang sistematis dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota,
diharapkan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan menjadi gerakan yang masif dan berkesinambungan.

1.3. Keadaan Umum dan Isu Strategis

1.3.1. Keadaan Umum

Luasan tutupan perkebunan kelapa sawit secara nasional pada tahun 2016 sampai 2021 menunjukkan tren
pertumbuhan positif. Peningkatan luas lahan kelapa sawit juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, terutama
pada tahun 2016-2019 (Gambar 2.1). Direktorat Jenderal Perkebunan mengklasifikasikan kebun kelapa sawit
sebagai: (1) perkebunan rakyat; (2) perkebunan negara; dan (3) perkebunan swasta. Arahan program dari
RAN KSB ditujukan untuk keseluruhan tata kelola perkebunan kelapa sawit, dengan titik berat pada perkebun
rakyat, yang berjumiah sekitar 6.940.000 ha pada tingkat nasional.

Dokumen Rencana Aksi Daerah
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Gambar 2.1. Luas kelapa sawit nasional dan Sumatera Selatan tahun 2016-2021 (ribu ha)

(Sumber data: BPS, 2021 (luas kelapa sawit nasional dan luas kelapa sawit Sumatera Selatan tahun 2016-2018); Dinas
Perkebunan Sumatera Selatan, 2021 (luas kelapa sawit Sumatera Selatan tahun 2019-2021))

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit
terluas di Indonesia, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pulau Sumatera (Ditjenbun,
2021). Sekitar 13,34% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan tutupan perkebunan kelapa
sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai 1.233.264 ha (Tabel
2.1). Dari luasan tersebut, sekitar 658.504 ha atau 54,18% merupakan perkebunan sawit rakyat. Kabupaten
Musi Banyuasin, Ogan Komering llir, dan Banyuasin secara berturut-turut merupakan kabupaten dengan
perkebunan kelapa sawit terluas di Sumatera Selatan.

Tabel 2.1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan (ha)

2019 202 2021 2022

Kabupaten/Kota

1. | Ogan Komering Ulu 43.590 43.670 43.702 43.709
2. | Ogan Komering llir 234.290 229.157 228.430 228.603
3. | Muara Enim 80.025 80.025 81.665 81.665
4. | Lahat 47.412 47.41 47.412 47.527
5. | Musi Rawas 128.650 130.825 131.971 142.853
6. | Musi Banyuasin 314.442 313.702 316.484 316.680
7. | Banyuasin 202.758 202.758 202.758 202.758§
8. | Ogan Komering Ulu Selatan 6.305 5.806 6.356 6.645
9. | Ogan Komering Ulu Timur 21.068 21.007 20.915 20.915
10.| Ogan llir 11.255 11.255 11.398 11.904
11.| Empat Lawang 7.204 7.294 7.296 7.320
12.| Penukal Abab Lematang llir (PALI) 36.146 36.146 36. 245 36.008
13.| Musi Rawas Utara 89.035 91.121 96.416 96.931
14.| Palembang 110 110 283 283
15.| Prabumulih 820 820 967 967
16.| Pagar Alam 31 31 49 49
17.| Lubuk Linggau 235 235 917 950

Sumatera Selatan 1.223.374 1.221.374 1.233.264 1.245.767

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
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Permasalahan pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan cukup kompleks karena bersifat lintas
sektor. Terkait data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur, teridentifikasi bahwa Provinsi Sumatera Selatan
belum memiliki mekanisme pendataan pekebun kelapa sawit yang baku. Saat ini, Dinas Perkebunan Provinsi
Sumatera Selatan menggunakan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebagai dasar inventarisasi pekebun
kelapa sawit rakyat. Namun demikian, belum semua pekebun kelapa sawit rakyat mendapat STDB karena
cakupan area yang cukup luas. Selain itu, saat ini data mengenai perkebunan kelapa sawit masih terpaku
pada data tabular tanpa informasi geospasial. Tidak adanya informasi keruangan, membuat Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan kesulitan dalam identifikasi area perkebunan kelapa sawit dalam tata ruang daerah,
akibatnya masih terjadi alih guna lahan menjadi kelapa sawit di luar peruntukkan rencana tata ruang daerah.

Saat ini, hanya ada satu sumber peta tutupan lahan kelapa sawit yang bersumber dari Kementerian Pertanian.
Berdasarkan peta tersebut, luasan tutupan lahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan diketahui seluas
1.467.676 ha (Tabel 2.2). Terdapat perbedaan antara luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan inventarisasi
Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan peta tutupan lahan kelapa sawit yang diterbitkan oleh
Kementerian Pertanian. Selisih luasan tersebut mencapai 234.412 ha.

Apabila ditinjau berdasarkan peruntukkan ruang dalam RTRWP, luas tutupan lahan kelapa sawit yang
terdapat dalam kawasan perkebunan seluas 1.005.734 ha. Luas kebun kelapa sawit eksisting lebih tinggi dari
luas tutupan lahan sawit yang terdapat pada pola ruang perkebunan. Kondisi ini mengindikasikan tutupan
lahan sawit juga terdapat pada pola ruang lain terutama pertanian (181.904 ha) dan permukiman (31.715 ha).
Hal yang perlu diteliti lebih lanjut yaitu keberadaan perkebunan sawit pada kawasan hutan, terutama hutan
produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Berdasarkan pengolahan peta kawasan hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan peta
tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian, tutupan lahan kelapa sawit yang terdapat di kawasan
hutan seluas 204.811 ha (Tabel 2.3). Adanya perbedaan data luasan perkebunan kelapa sawit turut
memengaruhi persebaran perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan dan inventarisasi
area perkebunan kelapa sawit dengan skala yang lebih detail. Selain itu, pemetaan luas perkebunan kelapa
sawit yang berada pada area berkonflik juga perlu dilakukan sebagai dasar untuk menyusun strategi
rekonsiliasi.

Dokumen Rencana Aksi Daerah
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Tabel 2.2 Luas tutupan lahan kelapa sawit dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan (ha)

Fro - rod Frod a 5 A Feraira Pe Ana Ferkeb = Pe . Hertania ()3 Ota
Banyuasin 3.440 13.678 - 2.346 791 3.426 1 194 - 220.340 6.677 - 74.901 74 35| 325.903
Empat Lawang 125 - - 1 - - - - - 7.484 132 - 386 - - 8.128
Kota Lubuk Linggau 12 - - - - - - - - 1.010 19 - - - - 1.049
Kota Pagar Alam - - - - - - - - - 30 - - 4 - - 34
Kota Palembang - - - - - 149 - - - 6 292 - 21 - - 468
Kota Prabumulih . . 132 - - - - - - 553 704 - 26 - - 1.415
Lahat - - - 2.130 3 - - - - 49.277 2.480 - 512 - - 54.402
Muara Enim - 1.577 3.176,  10.881 - - - 1 15 54.855 1.137, - 2.299 - - 73.941
Musi Banyuasin 123 27.431 6.317] 78.777 12.186 - - 33 - 291.097 10.749 - 28.721 - 154 456.317
Musi Rawas 3 3.682 210, 11.803 - - - - - 68.397| 1.586 - 4.407 - - 90.322
Musi Rawas Utara 10 866 942 8.190 - - - 2 - 48.448 675 - 9.981 - - 69.122
Ogan llir - 11 - - - 463 - 3 - 18.079 1.677, - 2.095 - - 22.328
Ogan Komering llir - 75 454/  29.184 11 - - 15 6.290 175.982 5.383 - 54.798 - - 272.246
Ogan Komering Ulu . - 8.058 2.798 - - - - - 31.510] 56 - 8 - - 42430
Ogan Komering Ulu - - 25 110 9 - - - - 1.627 62 20 - - - 1.853
Selatan
Ogan Komering Ulu . . - 466 - - - - - 11.784 79 4018 1.976 - - 18.443
Timur
Penukal Abab - - - 1.826 - 418 - - - 25.255 7 - 1.769 - - 29.275
Lematang llir

m

Total 3.713 47.320 148.512 13.0000 4.456 1 6306 1.005.734 31.7

Sumber: Peta tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian tahun 2019 dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 (diolah)
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Tabel 2.3 Luas area kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan (ha)

Tubuh .>=,

Hutan Produksi  Hutan Produksi Hutan Produksi yang Suaka Taman Taman Nasional Taman Wisata Alam/
Terbatas dapat di Konversi Margasatwa Nasional (Perairan) Hutan Wisata

Hutan
Lindung

Kabupaten

Banyuasin 13.264 166 642 e e b
Empat Lawang 118 g E e - g e - -
Kota Lubuk Linggau 1 g - - - - - - -
Kota Prabumulih e 132 - - - - - . -
Lahat - - 1.822 B g e - 3 -
Muara Enim - 3.194 5.754 1.538 - - . b b
Musi Banyuasin 125 6.367 78.268 24,631 5.107 120 2 - -
Musi Rawas - 216 9.740 2.789 - & . . .
Musi Rawas Utara 13 978 8.136 95 - . . . ]
Ogan llir g - - 10 - - - - .
Ogan Komering llir - 471 26.289 70 . - - . 6
Ogan Komering Ulu - 8.094 2.828 g . - - - -
Ogan Komering Ulu - 24 111 g g - . . .
Selatan

Ogan Komering Ulu - . 4464 - - g 4 - i
Timur

Penukal Abab Lematang 1.798 &
Mlir

Total 19.476

Sumber: Peta tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian tahun 2019 dan peta kawasan hutan Balai Besar Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan (diolah)



Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari tanah mineral dan gambut. Berdasarkan peta Kawasan
Hidrologis Gambut (KHG) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
tutupan lahan kelapa sawit tersebar di 30 KHG dengan luas mencapai 471.717 ha (Tabel 2.4). Tutupan lahan
kelapa sawit terdapat di fungsi lindung (259.306 ha) maupun di fungsi budidaya ekosistem gambut (212.411
ha). Tutupan lahan kelapa sawit terutama terdapat di KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur (56.048 ha),
KHG Sungai Burnai-Sungai Sibumbung (51.537 ha), dan KHG Sungai Sembilang-Sungai Lalan (46.211 ha).
Pengelolaan kebun kelapa sawit di kawasan gambut perfu dilakukan dengan memperhatikan karakteristik
ekosistem gambut untuk mencegah kerusakan gambut seperti subsidensi, pengeringan, dan kebakaran. Salah
satu pola perkebunan sawit yang disarankan untuk kawasan gambut yaitu menggunakan sistem agroforestri.
Pengelolaan perkebunan sawit di kawasan gambut juga diatur melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Sumatera Selatan.

Kebakaran gambut merupakan permasalahan pengelolaan gambut yang masih terjadi hingga saat ini. Salah
satu penyebab kebakaran adalah pembukaan lahan dengan membakar oleh petani. Kejadian kebakaran hutan
dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi permasalahan berulang setiap tahun. Menurut data Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 310 desa rawan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar
di 5 kabupaten. Kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, namun turut
berdampak buruk terhadap kesehatan dan pendidikan. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi sorotan
pemerintah nasional karena memberikan dampak negatif terhadap upaya pemerintah untuk mencapai target
penurunan emisi GRK sesuai Nationally Determined Contribution (NDC). Untuk mengantisipasi kebakaran
gambut, pemerintah perlu meningkatkan adopsi metode penyiapan lahan tanpa bakar dalam pengelolaan
kebun sawit berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Tabel 2.4 Sebaran tutupan lahan kelapa sawit di area gambut Provinsi Sumatera Selatan (ha)

Indikatif Fungsi Indikatif Fungsi

Lindung E.G. Budidaya E.G,

KHG Aek Musi - Sungai Upang 10,763 3,854 14,617
KHG Aek Sebatik - Aek Musi 7,651 4,605 12,256
KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil 2,177 992 3,169
KHG Sungai Lalan - Sungai Merang 13,880 17,155 31,035
KHG Sungai Merang - Sungai Ngirawan 4,48 6,425 10,91

KHG Sungai Medak - Sungai Lalan 9,959 6,096 16,05

KHG Sungai Ngirawan - Sungai Sembilang 2,300 3,524 5,824
KHG Sungai Sembilang - Sungai Lalan 20,458 25,753 46,211
KHG Sei Lalan - Sungai Bentayan 12,164 6,341 18,505
KHG Air Banyuasin - Sungai Musi 6,493 4,963 11,4586
KHG Sungai Bentayan - Sungai Penimpahan 13,445 17,984 31,429
KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan 5,340 827 6,167
KHG Sungai Musi - Sungai Saleh 3,866 2,768 6,634
KHG Air Banyuasin - Air Lalang 17,355 26,200 43,555
KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur 30,055 25,993 56,048
KHG Sungai Penimpahan - Sungai Air Hitam 2,198 2,552 4,750
KHG Sungai Alur - Sungai Lintang 1,518 1,300 2,818
KHG Sungai Kalumpang 1,308 363 1,672
KHG Sungai Musi - Sungai Rawas 2,139 2,306 4,445
KHG Sungai Rumpit - Sungai Rawas 8,462 5,866 14,328
KHG Sungai Saleh - Sungai Batanghari 1,578 5,347 6,925




Nama KHG

Indikatif Fungsi

Lindung E.G.

Indikatif Fungsi
Budidaya E.G.

KHG Sungai Musi - Sungai Empasan 7,291 6,144 13,437
KHG Sungai Musi - Sungai Penu 7,107 5,758 12,865
KHG Sungai Musi - Sungai Blidah 3,716 1,806 5,522
KHG Sungai Penu - Sungai Abah 3,481 1,420 4,901
KHG Sungai Musi - Sungai Aek Lematang 11,086 2,847 13,933
KHG Sungai Burnai - Sungai Sibumbung 39,309 12,228 51,537
KHG Sungai Sibumbung - Sungai Talangrimba 2,854 5,001 7,855
KHG Sungai Burung - Sungai Way Mesuji 6,815 5,906 12,721
KHG Sungai Beberi - Sungai Way Mesuiji 50 85 139

Total

259,306 212,411

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor 130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/ 2017 dan Peta Tutupan Kelapa Sawit
Kementerian Pertanian 2019 (diolah)

Demi memastikan pengelolaan kebun kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan
pendamping yang membantu para petani dalam pengelolaan kebun kelapa sawit secara berkelanjutan. Dalam
halini, Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki penyuluh perkebunan yang berjumlah 14 orang dengan skema
Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perkebunan (THL-PP) dan 220 orang dengan skema Tenaga Pendamping
Peningkatan Produksi Perkebunan (TPPP). Dikarenakan luas area kebun kelapa sawit yang cukup luas, jumiah
tenaga penyuluh yang ada saat ini masih kurang untuk dapat mendampingi petani kelapa sawit. Hal ini juga
menjadi salah satu faktor rendahnya adopsi praktik pertanian yang baik. Selain itu, penyebaran petani kelapa
sawit yang cukup jauh menyebabkan informasi mengenai mekanisme bantuan yang diberikan oleh pemerintah
menjadi tidak merata sehingga banyak petani kelapa sawit yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah.

Pemerintah dan perkebunan negara dapat terlibat dalam usaha sinergi untuk memberikan bimbingan, arahan,
advokasi, dan pembinaan kepada pekebun swadaya dan mandiri. Salah satu program pembinaan pekebun
kelapa sawit swadaya adalah program penanaman kembali (replanting) dengan pembiayaan sebesar Rp
25.000.000 per ha. Pembiayaan bersumber dari dana Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS). Program
replanting pertama kali dilakukan di tahun 2017 pada lahan seluas 4.400 ha di Desa Panca Tunggal, Kecamatan
Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3.2. Isu Strategis

Permasalahan pada pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan dipetakan berdasarkan kondisi
eksisting dan masukan berbagai pihak (Gambar 2.2). Kemudian dilakukan diskusi dengan panel ahli untuk
merumuskan isu strategis. Isu-isu strategis terkait dengan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan periode tahun
2023-2027 adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan lahan (land clearing) tanpa bakar
Pembukaan lahan tanpa bakar merupakan upaya untuk mengurangi risiko kebakaran yang sulit untuk
dipadamkan serta polusi udara akibat praktik membuka lahan dengan cara membakar.

2. Ketersediaan bibit kelapa sawit bersertifikat
Salah satu praktik baik (best practice) dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit adalah adanya
ketersediaan bibit kelapa sawit bersertifikat dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan artinya
tersedia di banyak tempat (instansi atau unit usaha pembibitan) dan tidak harus mengantre
dalam wakiu yang lama.
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Standar tata kelola dan tata budidaya

Perkebunan kelapa sawit agar menghasilkan produksi tandan buah segar (TBS) yang optimal
diperlukan pemupukan yang memenuhi kebutuhan tanaman kelapa sawit sesuai lahan, umur dan
topografinya. Sebelum dilakukan pemupukan perlu dilakukan pembersihan piringan tanaman kelapa
sawit, perlu penekanan gulma dan perlu perawatan secara standar, untuk itu diperlukan standar
tata kelola dan tata budidaya. Salah satu upaya peningkatan standar tata kelola dan budidaya adalah
melalui sertifikasi ISPO. Saat ini, realisasi ISPO di Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 63
perusahaan kelapa sawit. Sertifikasi ISPO merupakan upaya untuk memastikan praktik yang dilakukan
oleh perkebunan dilakukan secara berkelanjutan.

Pembukaan kebun kelapa sawit di area kawasan hutan dan gambut
Masyarakat pekebun yang membuka perkebunan kelapa sawit di area kawasan hutan dan area
gambut menjadi salah satu pemicu sengketa lahan.

Penanganan sengketa lahan

Sengketa lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit mungkin terjadi baik antar perusahaan
perkebunan, antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat, antar masyarakat, antara pemerintah
dengan masyarakat. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai masyarakatyang secara sengaja atau
tidak sengaja membangun kebun kelapa sawit di kawasan yang dilindungi misalnya hutan lindung
atau hutan suaka dan kawasan lahan/hutan yang tidak dapat dikonversi. Oleh karena itu diperlukan
langkah-langkah untuk mediasi dan menyelesaikan sengketa lahan/hutan untuk kemaslahatan
bersama.

Penanganan Hilirisasi Kelapa Sawit

Hilirisasi merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Melalui proses hilirisasi,
ekspor komoditas tidak hanya ditujukan untuk bahan baku atau crude palm oil (CPO), tetapi berupa
barang jadi seperti minyak goreng, biodiesel, biobenzen, dan produk turunan lainnya. Untuk
memproduksi minyak goreng dan variasinya perlu pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk
menghasilkan produk antara CPO. Sementara itu, untuk menghasilkan biodiesel dan biobenzen
diperlukan pembangunan pabrik industri minyak tanaman untuk menghasilkan Industry Vegetable
Oil (IVO). Inisiasi hilirisasi kelapa sawit dapat mengurangi kerentanan petani terhadap fluktuasi harga
TBS. Harga kelapa sawit yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan seringkali tidak diberlakukan
di lapangan karena pabrik memiliki mekanisme tersendiri dalam membeli TBS kelapa sawit. Salah
satu intervensi yang dapat dilakukan yaitu pendirian mini mill yang berbasis perkebunan kelapa sawit
rakyat atau pekebun. Pemanfaatan produk turunan berbasis petani kecil (smallholder) diharapkan
dapat dilakukan melalui korporasi petani sawit.

Akses Dana Penanaman Kembali (Replanting) Kebun Kelapa Sawit

Para pekebun kelapa sawit mandiri dikarenakan luasan areal perkebunannya yang kecil dan terbatas,
sering mengalami kesulitan pendanaan pada saat akan melakukan replanting. Hal ini masih menjadi
permasalahan yang krusial bagi pekebun kelapa sawit. Untuk itu perlu instansi sumber pendanaan
seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) dan perbankan untuk membuka
akses pendanaan replanting kebun kelapa sawit.

Pemberdayaan Perempuan dalam Sistem Usaha Tani Kelapa Sawit

Perempuan memiliki keterlibatan yang cukup tinggi dalam pengelolaan sistem usaha tani kelapa
sawit, terutama untuk perkebunan rakyat (pekebun swadaya). Berdasarkan penelitian ICRAF (2020)
pada 36 desa di Sumatera Selatan, untuk sistem usaha tani monokultur, perempuan umumnya terlibat
pada proses pembibitan dan penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman, serta pemanenan.
Perempuan juga tidak jarang turut andil dalam proses pembukaan dan penyiapan lahan. Pada sistem
pertanian agroforestri peran perempuan lebih tinggi dibanding pada sistem pertanian monokultur.
Peran perempuan dan laki-laki hampir setara pada sistem usaha tani sawit agroforestri. Walaupun
perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan sistem usaha tani sawit, pelibatan
perempuan dalam pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan masih sangat minim. Kelompok perempuan
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umumnya dilibatkan dalam pengelolaan produk turunan kelapa sawit dalam bentuk industri rumah
tangga. Petani perempuan, terutama perempuan kelapa keluarga, perlu dilibatkan dalam pembinaan
pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. Pembinaan kelembagaan dan bantuan juga periu dialokasikan
untuk kelompok tani perempuan. Kelompok perempuan dapat dibina secara lebih intensif untuk
pengelolaan sawit agroforestri melihat keterlibatan perempuan yang cenderung lebih tinggi pada
sistem usaha tani sawit agroforestri dibanding sawit monokuiltur.

PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI A PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS B
DAN INFRASTRUKTUR PEKEEUN
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Gambar 2.2 Rekapitulasi hasil diskusi permasalahan dengan pemangku kepentingan

1.4. Maksud, Tujuan, dan sasaran RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2023-2027 dimaksudkan untuk:

a. Memberikan arahan dan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan
sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di

Provinsi Sumatera Selatan.

b. Menyediakan instrumen untuk membantu pemantauan (monitoring) dan evaluasi kegiatan-kegiatan
pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.
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Tujuan penyusunan pedoman RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2027 adalah:

a.

Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan yang
lebih terarah dan terintegritasi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku
kepentingan.

Mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2024, khususnya di bidang
pembanguan pertanian dan perkebunan kelapa sawit.

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan pedoman RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-
2027 yaitu:

a.

b.

Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi
Sumatera Selatan;

Terwujudnya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang komprehensif berkela njutan, melalui:

Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastrukiur;

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;

IS

Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa
sawit.

Dalam penyusunan dokumen RAD KSB Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 mengacu
pada beberapa prinsip yaitu:

a.

Integrasi
RAD-KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke
dalam RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan OPD lain yang terkait.

Sinkronisasi
RAD KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan
bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.

Partisipasi
RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi
para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

1.5. Dasar Hukum

Landasan hukum bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi
Sumatera Selatan periode 2023-2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia;
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

B

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
PembangunanNasional;

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan
KelapaSawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang
Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Tahun2019 -2024;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tahun 2022 tentang Panduan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata
RuangWilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2026;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan
danSusunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana
PembangunanJangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023;
Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana
IndukPertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan;

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 438 tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor tahun 2022 tentang Rencana Aksi
Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023-
2027,
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Bab 2
INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

e Penyusunan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan
kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah.

 Integrasi dilakukan dengan mengacu dan/atau menghubungkan ke dalam RPJMD dan Renstra OPD yang
membidangi perkebunan dan OPD lain yang terkait.

* Integrasi program dan kegiatan terdiri dari lima bagian yang tersinkronisasi dengan kebijakan pada tingkat
nasional: (1) penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur; (2) peningkatan kapasitas dan kapabilitas
pekebun; (3) pengelolaan dan lingkungan; (4) tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan (5)
dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

2.1. Penguatan Data, Koordinasi, dan Infrastruktur

Dalam penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur terdapat tiga unsur yang penguatan yaitu : (1) penguatan
data dan pengelolaan data, (2) penguatan koordinasi dan, (3) peningkatan layanan infrastruktur.

Penguatan Data dan Pengelolan Data

Ketersediaan data merupakan salah satu prasyarat kunci perencanaan pembangunan dan penyusunan
kebijakan. Penggunaan data yang shahih bertujuan untuk memastikan proses perencanaan yang disusun
tepat sasaran dan menjawab isu strategis dan permasalahan di lapangan. Salah satu permasalahan dalam
perencanaan kelapa sawit berkelanjutan adalah rendahnya ketersediaan data. Selain tidak lengkap, seringkali
terdapat perbedaan data antar instansi. Selain itu, belum adanya pedoman pengolahan data, rendahnya
kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta adanya wilayah yang sulit dijangkau berkontribusi terhadap
kesulitan mengakses data yang shahih.

Data dasar pekebun yang tersedia saat ini masih bersifat umum. Diperlukan penerapan prinsip by name by
address pada kegiatan penyusunan data dasar pekebun. Ketersediaan data spasial tutupan kebun kelapa
sawit juga masih minim, yakni hanya tersedia data perkebunan sawit dari Kementerian Pertanian. Provinsi
belum memiliki data spasial yang diperbaharui secara berkala. Untuk mendorong penguatan pendataan perlu
dilakukan kegiatan pemetaan partisipatif.

Data pengelolaan kebun juga perlu diidentifikasi sehingga karakteristik pengelolaan kelapa sawit akan dapat
dilakukan secara baik. Untuk itu data kategori pengelolaan oleh swasta dalam skema inti-plasma, dan swadaya
perlu juga dimiliki secara valid. Data ini harus memiliki kesamaan baik dilihat secara data tabular maupun
secara spasial dan mestinya dapat dsiepakati antar seluruh pemangku kepentingan atau wali data.

p tan K linasi
Proses koordinasi antar instansi dalam perencanaan pengelolaan perkebunan sawit belum maksimal. Hal ini
ditandai dengan lemahnya sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses perencanaan
maupun pelaksanaan tata kelola kelapa sawit akibat tidak adanya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum
multi-pihak yang memfasilitasi proses koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten kota, sektor privat, serta kelompok tani. Selain itu, diperlukan penyelarasan
pemahaman semua pihak terhadap regulasi dan kebijakan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan.
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Peningkatan layanan infrastruktur

Permasalahan utama berkaitan dengan layanan infrastruktur yaitu kurangnya infrastruktur jalan yang dapat
digunakan petani untuk mengangkut hasil kebun. Hal ini berdampak pada tingginya biaya transportasi
TBS dalam proses pengangkutan hingga ke pabrik kelapa sawit. Margin transportasi yang tinggi seringkali
dibebankan kepada petani, sehingga harga di tingkat petani cenderung rendah. Salah satu upaya yang bisa
dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya jalan, adalah dengan mendorong
kolaborasi para pelaku usaha untuk meningkatkan layanan infrastruktur termasuk jalan dan infrastruktur
dasar. Salah satu skema kerja sama yang dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yaitu Kerja Sama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Good Agricultural Practices (GAP) adalah cara budidaya yang baik untuk menghasilkan komoditas yang bermutu
tinggi, terjamin, aman, efisien, berwawasan lingkungan, dan dapat dilacak (traceable) proses pengolahan dan
pemasarannya (Litbang Pertanian, 2015). Peraturan Menteri Pertanian No. 131/Permentan/OT.140/112/2013
tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik menjadi acuan bagi penerapan GAP. Pedoman tersebut
mencakup upaya (i) peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit; (i) peningkatan mutu hasil tanaman
kelapa sawit; dan (jil) pengembangan tanaman kelapa sawit sebagai salah satu penghasil bahan baku industri.

Adopsi GAP ditingkat petani, terutama petani mandiri dan swadaya, masih terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan:

e Minimnya penggunaan bibit unggul yang bersertifikat

e Unit pengelolaan pupuk organik masih sangat terbatas

e Penggunaan sarana produksi lain belum optimal

» Pelaksanaan teknis budidaya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Melalui penerapan GAP, diharapkan terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan sekaligus
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan GAP juga menjadi salah satu prasyarat bagi
peningkatan jangkauan pasar produk kelapa sawit, terutama untuk ekspansi pasar global.

Program peremajaan kelapa sawit dimulai pada tahun 2006 melalui penerbitan Peraturan Menteri Pertanian
No. 33 Tahun 2006 yang menginstruksi peremajaan tiga komoditas strategis, termasuk kelapa sawit. Program
peremajaan kelapa sawit mulanya dinamai program revitalisasi perkebunan. Program ini berupaya untuk
mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman
kelapa sawit yang didukung dengan kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Program
ini juga melibatkan perusahaan perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun,
pengelolaan, dan pemasaran hasil.

Sampai dengan bulan Desember 2017, jumiah dana yang disetujui untuk revitalisasi perkebunan kelapa sawit
untuk kebun inti dan plasma di Provinsi Sumatera Selatan mencapai dua triliun rupiah (Tabel 2.5). Dana tersebut
dialokasikan untuk 23.954 kepala keluarga pekebun kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Banyuasin, Musi
Banyuasin, Penukal Abab Lematang llir (PALI), Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Ogan Komering llir. Jumlah
peserta revitalisasi perkebunan sawit terbanyak hingga tahun 2017 terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin
dengan jumlah peserta 7.676 KK. Progam revitalisasi ini didanai oleh APBN dan pendanaan dari sektor privat.
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Tabel 2.5. Luas area, jumiah kepala keluarga penerima, dan dana persetujuan revitalisasi perkebunan di Provinsi Sumatera
Selatan

Kabupaten

Persetujuan

(ha)  Plasma(ha) R Ditienbun (Rp)

1 | Banyuasin 25.236,1§ 21.291,61 6.637,00 751.673.372.000
2 | Musi Banyuasin 36.383,41 11.989,15 7.676,00 669.950.776.134
3 |PALI 8.161,65 3.192,00 4.414,00 385.766.869.97(
4 | Ogan Komering Hir 6.889,30 1.028,58 3.667,00 289.857.000.00(
5 | Musi Rawas 0 0 572 12.621.071.000
6 | Musi Rawas Utara 5.058,65 q 765 294.871.000.000
7 | Ogan Komering Ulu 1.824,77 988 127.874.000.00

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Setelah program revitalisasi, pemerintah melaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). PSR
membantu pekebun swadaya dan mandiri untuk memperbarui tanaman kelapa sawit yang sudah tua untuk
meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko pembukaan lahan sawit baru. Pemerintah nasional

menargetkan peremajaan kebun sawit petani seluas 540.000 ha sampai tahun 2024, namun capaian di tahun
2022 belum mencapai setengahnya (BPDP-KS, 2022).

Peremajaan dilakukan menggunakan bibit unggul dan sistem Good Agriculture Practice (GAP). Pembiayaan
program PSR bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Pekebun diberikan
dana sebesar 30 juta/ha untuk maksimal lahan seluas 4 ha/pekebun.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pendanaan untuk program PSR disalurkan

kepada pekebun melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Sampai dengan tahun 2020, terdapat 97 KUD yang telah
menerima dana PSR di Sumatera Selatan (Gambar 2.3).
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Gambar 2.3. Perkembangan jumiah KUD penerima dana PSR di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah KUD penerima dana PSR selama periode tahun 2017 sampai 201S cenderung meningka.t. Terjadi
penurunan di tahun 2019-2020 akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, sebaran KUD penerima d:'ana
PSR pada tahun 2019-2020 jauh lebih tinggi dibanding 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 20%0 KUD penerima
dana PSR tersebar di 9 kabupaten, sedangkan pada tahun 2017-2018 dana PSR hanya disalurkan ?ada _3
kabupaten (Tabel 2.6). Penerimaan dana PSR kabupaten dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi teknis
(Rekomtek) peremajaan.

Dokumen Rencana Aksi Daerah
Kelapa Sawit Berkelanjutan



& Tk

Kabupaten dengan jumlah KUD penerima dana PSR tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin lalu
disusul Kabupaten Ogan Komering llir dan Muara Enim. Penerimaan dana PSR didasarkan pada luas dan
kondisi tanaman kelapa sawit. Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan kebun kelapa sawit terluas
mencapai 316.484 ha pada tahun 2021 (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022).

Tabel 2.6. KUD penerima dana PSR berdasarkan kabupaten/kota selama periode 2017-2020 di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah KUD penerima PSR

No Kabupaten el < s |

2019 2020 Jumiah

1. | Musi Banyuasin 39,18
2. | Muara Enim 1 8 5 14 14,43
3. | Ogan Komering llir 2 7 10 19 19,59
4. | Ogan Komering Ulu 5 1 6 6,19
5. | Musi Rawas 4 2 6 6,19
6. | Prabumulih 1 1 2 2,06
7. | Banyuasin 4 2 6 6,19
8. | Musi Rawas Utara 1 1 2 2,06
9. | Lahat 2 2 4 4,12
Jumlah 10 15 39 33 97 100,00

Sumber: Dinas Perkebunan provinsi Sumatera Selaian tahun 2022

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan
tahun 2021, luas areal yang menjadi target peremajaan sesuai dengan rekomendasi teknis peremajaan kelapa
sawit seluas 48.329,87 ha. Realisasi penanaman peremajaan yaitu 31.971,29 ha selama periode 2017-2021.
Rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi.
Pada tahun 2017 jumlah rekomendasi peremajaan seluas 6.331,32 ha terus meningkat hingga tahun 2020
menjadi 11.995,90 ha. Rekomendasi teknis mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 7.306,39 ha.
Adanya penurunan ini menunjukkan kondisi tanaman yang tidak produktifirusak semakin sedikit (Gambar 2.4).
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Gambar 2.4. Luas rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit (ha) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021

Program peremajaan kelapa sawit masih difokuskan pada kabupaten yang menjadi sentra komoditas yaitu
Musi Banyuasin, Ogan Komering llir, dan Muara Enim. Peremajaan kelapa sawit dilakukan dengan metode
tumbang chipping’ yang dilanjutkan dengan penanaman. Realisasi tumbang chipping mencapai 33.363,41 ha
atau sebesar 69,60% dari total lahan yang direkomedasikan, sedangkan realisasi tanam seluas 31.971,29 ha
atau 66,15% (Tabel 2.7).

1 Tumbang chipping merupakan tahapan awal dalam peremajaan kelapa sawit yang dilakukan dengan menumbangkan pohon
kelapa sawit kemudian dilakukan pencacahan (chipping) untuk mempercepat proses pembusukan.

Dokumen Rencana Aksi Daerah
Kelapa Sawit Berkelanjutan



R

Tabel 2.7. Luas target peremajaan sesuai rekomentasi teknis dan realisasi peremajaan (tumbang chipping dan tanam)
kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2022

No. Kabupaten

a)

Realisasi

1. | Ogan Komering llir 20.996,35 10.759,75 10.157,68
2. | Lahat 906,80 639,44 419,83
3. | Muara Enim 4.716,09 4.387,51 4.387,51
4. | Musi Banyuasin 16.820,12 14.969,52 14.640,06
5. | Kota Prabumulih 386,70 120,05 120,05
6. | Musi Rawas 1.595,75 1.517.46 1.375,59
7. | Ogan Komering Ulu 1.278.47 632,99 440,84
8. | Musi Rawas Utara 389,67 164,93 (4
9. | Banyuasin 1.239,91 444,73 429,73
Jumliah 48.329,87 33.636,41 31.971,29

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022.

Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program peremajaan tetapi masih banyak pekebun yang
belum memahami cara mengakses pendanaan PSR. Evaluasi utama dari program peremajaan adalah sulitnya
penyaluran dana akibat legalitas lahan yang dimiliki petani belum sesuai dengan syarat pengajuan PSR.

Untuk mendukung PSR pemerintah telah mendorong perkembangan produsen bibit kelapa sawit dengan tujuan
agar bibit tersedia dengan jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau. Jumiah produsen bibit kelapa
sawit di Sumatera Selatan tercatat sebanyak 47 unit yang terdiri dari perusahaan maupun usaha perorangan.
Luas kebun bibit kelapa sawit mencapai 564,96 ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Sumatera Selatan
(Tabel 2.8).

Tabel 2.8. Jumlah produsen dan luas pembibitan kelapa sawit per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021

No | Kabupaten Jumlah Perusahaan/Usaha Pembibitan  Luas Pembibitan (ha) Persentase (%)

1 | Palembang 1 1,50 0,27
2 | Banyuasin 16 113,00 20,00
3 | Musi Banyusin 6 113,36 20,07
4 | Lubuk Linggau 4 35,97 6,37
5 | MusiRawas 3 36,03 6,38
6 | Musi Rawas Utara 1 20,00 3,54
7 | Lahat 1 23,00 4,07
8 | Muara Enim 3 30,41 5,38
9 | Ogan Komering llir 7 166,08 29,40
10 | Ogan llir 2 25,60 4.5
44 64,96 00,00

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.8 terlihat bahwa produsen bibit kelapa sawit tersebar di kabupaten yang menjadi
sentra pengembangan tanaman kelapa sawit yaitu Musi Banyuasin, Ogan Komering llir, Banyuasin dan tujuh
kabupaten/kota lainnya. Tabel 2.9 menjabarkan lokasi pembibitan kelapa sawit di sepuluh kabupaten/kota.
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Tabel 2.9. Lokasi pembibitan perkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

— _
No ' Kabupaten/ Kota e e

1 | Palembang Sukarame
Sembawa Lalan, Sembawa, St Sari, Mainan
Banyuasin | Prajen, Pematang Palas, Banten
Banyuasin 11 Langkan
2 | Banyuasin Talang Kelapa Sukajadi, Talang Buluh
Air Kumbang Panca Jaya
Muara Padang Karang Anyar
Rambutan Sungai Pinang
Babat Toman Babat Toman, Sugih Waras
Keluang Dawas
. , Sungai Lilin Sumber Rezeki
3 | Mo iyvesle Sekayu Soak Baru
Tungkal Jaya Sido Mulyo
Batang Hari Leko Tanah Abang
Lubuk Linggau Selatan Air Temam
4 | Lubuk Linggau Lb Linggau Barat || Pasar Pemeri
Lb Linggau Timur Il Karya Bakti
Muara Beliti Muara Beliti
5 | Musi Rawas Purwodadi P1 Mardiharjo
Tugumulyo Wonorejo
6 | Muratara Muara Lakitan
7 | Lahat Kikil Hujan Mas
Tanjung Agung Penyandingan
8 | Muara Enim Rambang Daangku Jemenang
Gunung Megang Panang Jaya
Mesuji Surya Adi dan Kembang Jaya
Pedamaran Pulau Geronggang/Embacang
o |oki Mesuiji .{aya Sumber Baru
Lempuing
Cengal Sungai Jeruju
Mesuji Makmur Cahaya Makmur
y Tanjung Batu Burai
10| Oganlir Indralaya Utara Palem Raya

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022

Kelembagaan pekebun sawit masih belum optimal untuk meningkatkan posisi tawar petani khususnya dalam
hal penentuan harga. Selama kurun wakiu 2015 sampai tahun 2022, harga TBS di tingkat petani relatif
stagnan atau tidak mengalami perubahan yang signifikan meskipun harga CPO sempat mengalami kenaikan

dari tahun 2020 sampai 2021.

Harga TBS kembali mengalami penurunan pada tahun 2022. Dari tahun 2015 hingga 2022 peningkatan harga
TBS hanya mencapai Rp 216 per kilogram.

Berkebalikan dengan perkembangan harga TBS, tren harga CPO cenderung menunjukkan fluktuasi. Selama
periode tahun 2015 sampai 2017, harga CPO cenderung naik, kemudian mengalami penurunan dan stagnan
sampai tahun 2019. Pada periode 2019-2021, harga CPO kembali mengalami kenaikan yang signifikan,
namun menurun pada tahun 2022 (Gambar 2.5).
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Gambar 2.5. Perkembangan Harga TBS dan CPO di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2015-2022 di Provinsi
Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022)

Perubahan harga CPO tidak serta merta berpengaruh terhadap kenaikan TBS. Stagnasi harga TBS menunjukkan
belum ada atau belum berfungsinya kelembagaan yang meningkatkan daya tawar petani. Di sisi lain, harga
sarana produksi seperti pupuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya selama 1 (satu) tahun
terakhir. Kenaikan harga sarana produksi yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga TBS menyebaban daya
beli petani terhadap sarana produksi semakin rendah. Hal ini berdampak pada kesejahteraan pekebun dan
kesulitan petani untuk mengadopsi sistem pengelolaan lahan berkelanjutan.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani dengan mendorong kegiatan
penyuluhan untuk mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal
Perkebunan menginisiasi program pengangkatan tenaga harian lepas (THL) penyuluh perkebunan melalui
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 37/Kpts/SM.040/01/2022. Program ini telah berhasil
mengangkat 14 orang THL penyuluh yang disebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera khususnya pada
sentra perkebunan kelapa sawit.

Untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
mengangkat Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan. Pengangkatan tenaga pendamping
ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 179/KPTS/Disbun/2022 tentang
Penetapan Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan. Sebanyak 220 orang tenaga pendamping
dengan kualifikasi pendidikan S1 didapatkan dari kegiatan ini (Gambar 2.6).
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Gambar 2.6. Jumlah tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022)
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Tenaga pendamping ditugaskan pada daerah sentra perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit antara lain
Ogan Komering llir, Musi Banyuasin, dan OKU Timur. Kegiatan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas pekebun mulai dari peningkatan produksi tanaman hingga pemasaran. Kegiatan
pendampingan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk pekebun kelapa
sawit.

Namun, pengangkatan penyuluh harian lepas dan tenaga pendamping ternyata belum dapat mendorong
peningkatan intensitas kegiatan penyuluhan. Frekuensi penyuluhan pertanian khususnya kelapa sawit masih
rendah, tenaga penyuluh/pendamping belum memiliki keahlian spesifik di bidang budidaya tanaman kelapa
sawit. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kuantitas jumlah penyuluh salah satunya melalui petani
champion dan peningkatan kompetensi penyuluh melalui berbagai pelatihan.

2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan antara lain untuk: (i) meningkatkan perlindungan
terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan
perkebunan; (i) mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar
OPD, antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat
keamanan daerah; (jii) mendukung komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan mengarahkan
pemanfaatan lahan kritis; dan (iv) mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa
sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di
kawasan perkebunan.

Ancaman Kebakaran Hutan, Lahan, dan Kebun

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki titik api (hotspof) kebakaran hutan dan lahan
terbanyak. Sebagian titik berlokasi pada area perkebunan. Berdasarkan PermenLHK No. 32 Tahun 2016
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla), pelaku usaha perkebunan memiliki kewajiban
dalam usaha pengendalian karhutla. Sekitar 76,9% Iuasan tutupan lahan sawit di Sumatera Selatan berada di
area lahan yang rawan karhutla (Gambar 2.7).
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Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan Sawit di Area Karhutla
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Tabel 2.10. Daftar Kabupaten/Kota yang Masuk pada Area Karhutla

) o) d it = - : alirs
02 Sedang gg anga J0
1. | Banyuasin . 3.556 258.149 64.202 325.903
2. | Empat Lawang - 1.326 6.802 - 8.128
3. | Kota Lubuk Linggau . 16 1.033 . 1.048
4. | Kota Pagar Alam g 26 8 - 34
5. | Kota Palembang 4 40 428 - 468
6. | Kota Prabumulih - 8 1.407 . 1.415
7. | Lahat . 3.557 50.845 E 54.402
8. | Muara Enim . 3.546 65.964 4.431 73.941
9. | Musi Banyuasin - 19.289 342.545 94.483 456.317
10. | Musi Rawas . 10.097 79.153 1.072 90.322
11. | Musi Rawas Utara 53 11.387 48.635 9.047 69.122
12. | Ogan liir 4 91 22.04 192 22.328
13. | Ogan Komering llir - 3.886 180.186 88.174 272.248
14. | Ogan Komering Ulu - 92 42.338 g 42.43
15. | Ogan Komering Ulu Selatan b 777 1.076 b 1.853
16. | Ogan Komering Ulu Timur E 10 18.433 - 18.443
17. | Penukal Abab Lematang llir B 10.096 19.101 29.275

57.782 1.129.139 280.702 1.467.676

Terdapat 310 desa di Sumatera Selatan yang terindikasi potensi kebakaran dan kabut asap yang beriokasi di
Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan llir, dan Ogan Komering llir. Tabel 2.11 menunjukkan
lokasi kecamatan dan jumlah desa yang termasuk dalam kategori rawan kebakaran. Desa-desa rawan
kebakaran ini sebagian besar berada di ekosistem gambut sehingga cenderung lebih sulit untuk dipadamkan.

Tabel 2.11. Desa Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

No. Kabupaten/Kota Kecamatan . Desa No. Kabupaten/Kota Kecamatan Desa
1. | Banyuasin Air Kumbang 12 5. | Ogan llir Indralaya 2
Air Saleh 3 Indralaya Utara 11
Muara Padang 11 Kandis 3
Rambutan 20 Lubuk Keliat 2
2. | Muara Enim Muara Belida 5 Pemulutan Selatan 2
Total 1 5] Rantau Alai 6
3. | Musi Banyuasi Bayung Lencir 5 Rantau Panjang 7
Sungai Pinang 7
4. | Ogan Komering llir | Air Sugihan 4 Tanjung Raja 6
Cengal 12
Jejawi 9
Kayuagung 15
Pampangan 22
Pangkalan Lampam 23
Pedamaran 6
Pedamaran Timur S
Sirah Pulau Padang 18
Sungai Menang 11
Tanjung Lubuk 19
Teluk Gelam 15
Tulung Selapan 33
Total 13 196
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Pengelolaan limbah kelapa sawit
Kegiatan pada sektor perkebunan menghasilkan limbah yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan.
Limbah kelapa sawit SBE masuk ke dalam daftar non-B3 dengan kode limbah N108. Jumlah limbah B3 yang
dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai 19,33 ton.Pemanfaatan
limbah kelapa sawit sudah mulai dilakukan di Sumatera Selatan. Setidaknya ada satu perusahaan kelapa sawit
yang telah mengelola limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME). Selain itu, terdapat pula
upaya pengelolaan limbah terintegrasi melalui program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) yang
sudah mulai diterapkan oleh PT Dinamica Rimba Utama (DRU) yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin.

2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Salah satu persoalan pengelolaan kelapa sawit terkait dengan tata kelola perkebunan dan sengketa lahan.
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 telah mengamanatkan daerah untuk mengatur setiap pelaku usaha
perkebunan kelapa sawit dalam rangka mengatasi permasalahan sengketa lahan perkebunan.

Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa bertujuan untuk mempercepat realisasi
kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat,
menyelesaikan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan APL, menyelesaikan status lahan kelapa
sawit di dalam kawasan hutan, dan menyelesaikan status lahan kelapa sawit di ekosistem gambut. Selain
itu, penerapan tata kelola perkebunan juga berfokus dalam melaksanakan peninjauan regulasi daerah terkait
penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan
kelapa sawit termasuk perusahaan yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini tertuang di
Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar
yang mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan,
akses pengetahuan, dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan. Dalam
memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, setiap perusahaan perlu melalui beberapa tahapan meliputi
sosialisasi, identifikasi calon lahan, identifikasi calon pekebun, kelembagaan pekebun, pemenuhan administrasi,
penetapan calon pekebun dan calon lahan, dan perjanjian kerja sama. Adapun tahapan pelaksanaan
pembangunan fisik kebun dilakukan melalui tahapan pembenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan,
dan pemanenan.

Menurut data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, dalam kurun tahun 2006-2015, terdapat 23
perusahaan kelapa sawit di 7 kabupaten yang sudah melaksanakan kewajiban dalam memfasilitasi kebun
kelapa sawit masyarakat. Pada tahun 2006-2015, total areal kebun kelapa sawit masyarakat yang telah
difasilitasi oleh perusahaan mencapai 43.893,96 ha. Kabupaten Banyuasin menjadi kabupaten dengan jumiah
perusahaan terbanyak yang memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat dengan luasan
mencapai 11.500,10 ha.

Berdasarkan data realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat, sisa target pembangunan kebun
kelapa sawit yang belum tercapai seluas 10.468,14 ha. Dari 12 kabupaten dengan perusahaan kelapa sawit,
baru perusahaan kelapa sawit di 7 kabupaten yang terdata (Tabel 2.12). Hal ini perlu menjadi perhatian utama
pemangku kepentingan di sektor perkebunan untuk meningkatkan angka realisasi pembangunan kebun kelapa
sawit bagi masyarakat.
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Tabel 2.12. Data Realisasi Penanaman Plasma Kebun Kelapa Sawit 2006-2016 per Januari 2019

Target (ha) .

t Tahun

No Nama Perusahaan Total (ha)

| | BANYUASIN 42.593,68| 16.201,14| 544,38 | 1.278,72| 2.017,16| 2.900,96| 314,88 | 1.610,00| 436,00 | 1.123,00 11.500,10
1 | PT. CIPTA LESTARI SAWIT 5.000,00 | 4.964,00| 44,38 | 941,72 | 385,76 1.371,86
2 | PT.SWADAYA INDO PALMA 6.130,00 | 3.200,00 | 500,00 | 337,00 | 265,00 | 984,00 310,00 | 131,00 | 392,00 | 281,00 3.200,00
3 | PT. ANDIRA AGRO 7.000,00 | 2.135,00 1.056,16| 1.033,08 46,00 2.135,24
4 | PT. TUNAS BARU LAMPUNG, thi 7.818,00 | 2.989,14 310,24 | 883,88 | 268,88 | 1.154,00| 49,00 2.666,00
5 | PT. HINDOLI (Cargill Group) 8.500,00 | 413,00 146,00 | 256,00 402,00

6 |PT.SRIANDAL LESTARI 8.145,68 | 2.500,00 731,00 | 754,00 | 240,00 | 1.725,00
Il | MUSI BANYUASIN 40,730,00 | 18.548,00 24,00 | 1.804,20| 2.200,80| 2.279,60| 4.299,40| 1.830,66| 1.002,75| 854,20 | 244,00 | 14.539,61
7 | PTP. MITRA OGAN | 4.000,00 | 2.800,00 1.371,60| 1.528,40 2.900,00
8 | PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA 12.579,00| 2.000,00 1,715,20| 284,80 2.000,00
9 | PT. HAMITA UTAMA KARSA 2.550,00 | 3.392,00 24,00 | 89,00 | 295,00 | 50,00 | 277,00 735,00

10 | PT. MENTARI SUBUR ABADI 12.000,00| 5.742,00 1.621,00 858,00 | 2.494,00| 479,00 | 16,00 | 30,00 | 244,00 | 5.742,00
11 | PTP. MITRA QGAN I 1.300,00 | 2.500,00 409,66 | 248,75 | 224,20 883,61

12 | PT. SWADAYA BHAKT! NEGARAMAS 8.301,00 | 1.792,00 942,00 | 250,00 | 600,00 1.792,00
13 | PT. PELANGI INTI PERTIW| 0,00 222,00 222,00 222,00

14 | PT. INTIMEGAH BESTARI PERTIWI 265,00 265,00 265,00

I | PALI 9.846,00 | 9.106,00| 768,00 | 920,00 | 886,00 | 675,00 | 2.605,52| 1.012,29| 1.092,83| 49,90 | 330,00 | 0,00 8.339,54
15 | PT. GLODEN BLOSSOM SUMATRA 7.985,00 | 7.327,00| 768,00 | 920,00 | 886,00 | 675,00 | 1.897,00| 92550 | 673,40 | 49,90 | 330,00 7.124,80
16 | PT. LARAS KARYA KAHURIPAN 1.861,00 | 1.779,00 708,52 | 86,79 | 419,43 1.214,74
IV | OGAN KOMERING ILIR 9.196,54 | 6.985,00| 351,00 | 186,00 | 708,00 | 1.549,44| 972,67 | 182,00 | 719,58 | 455,31 | 31560 | 53,80 5.493,40
17 | PT. PERSADA SAWIT MAS 4.200,00 | 1.245,00 | 351,00 | 186,00 | 708,00 1.245,00
18 | PT. TELAGA HIKMAH 2.220,00 | 2.000,00 786,10 | 182,00 | 620,00 | 358,90 1.947,00
19 | PT. MUTIARA BUNDA JAYA 2.776,54 | 3.000,00 1.549,44| 186,57 99,58 | 11,11 1.846,70
20 | PT. GUNUNG TUA ABADI 0,00 740,00 85,30 | 31560 | 53,80 454,70
V | MUSIRAWAS 0,00 521,96 | 0,00 0,00 | 51429 [ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,29
21 | PT. DJUANDA SAWIT LESTARI 0,00 521,96 514,29 514,29
VI | MURATARA 8.000,00 | 5.000,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 | 116,00 | 725,00 | 615,00 | 0,00 1.531,00
22 | PT. BUANA SRIWIJAYA SEJAHTERA 8.000,00 | 5.000,00 75,00 | 116,00 | 725,00 | 615,00 1.531,00
VI | OGAN KOMERING ULU 3.000,00 | 3.000,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |1.104,44| 718,66 | 52,92 | 100,00 | 0,00 1.976,02
23 | PTP. MITRA OGAN | 3.000,00 | 3.000,00 1.104,44| 718,66 | 52,92 | 100,00 1.976,02

JUMLAH 105.366,22 54.362,10 1.663,38 2.408,72 5.929,65 7.326.20 6.172,67 8.208,13 4.797,73 2.683.88 2.634,80 537,80 43.893,96




Keterlanjuran lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan menjadi salah satu persoalan di Provinsi Sumatra
Selatan. Keberadaan lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan berpotensi menimbulkan permasalahan,
antara lain ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, sengketa lahan, dan potensi degradasi kawasan hutan.
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Gambar 2.8. Peta persebaran kelapa sawit di dalam kawasan hutan

Berdasarkan hasil overiay peta tutupan lahan kelapa sawit tahun 2019 dari Kementerian Pertanian dan peta
RTRW Provinsi Sumatera Selatan, tutupan lahan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan sebagian
besar berada di Hutan Produksi seluas 137.526 ha (mencakup 66% dari total tutupan lahan kelapa sawit yang
ada di kawasan hutan). Luas tutupan lahan kelapa sawit yang ada di kawasan hutan perlu diverifikasi lebih
lanjut karena adanya perbedaan nilai dengan data hasil inventarisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera
Selatan.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan pada pasal
3 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah
terbangun di dalam kawasan hutan dan memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tidak memiliki perizinan di bidang
kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 berlaku.

Adapun tata cara penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam
kawasan hutan sesuai ketentuan pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2020, dilakukan melalui beberapa tahapan
antara lain:

a. Pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan
b.  Pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan perizinan di bidang kehutanan
c. Verifikasi permohonan
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d. Penerbitan surat perintah tagihan pelunasan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi
(DR)

e. Pelunasan PSDH dan DR

f.  Penerbitan:

1. Persetujuan pelepasan kawasan hutan di dalam kawasan hutan produksi
2. Persetujuan melanjutkan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan lindung dan/atau kawasan
hutan konservasi.

Pasal 41 mengatur keterlanjuran kelapa sawit dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh perseorangan.
Menurut pasal tersebut, dinyatakan bahwa dalam setiap usaha yang dilakukan di dalam kawasan hutan yang
tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak
5 ha, maka akan dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.

Alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan masih terus terjadi.
Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pasal 9 ayat 1 menyebutkan pembagian
ekosistem gambut berdasarkan atas 2 fungsi yakni fungsi budidaya dan fungsi lindung. Tabel 2.4 menunjukkan
sebaran luas tutupan kelapa sawit yang berada pada lokasi indikatif fungsi ekosistem gambut baik lindung
dan budidaya (Gambar 2.9). Luas tutupan lahan kelapa sawit yang berada dalam Kesatuan Hidrologis Gambut
(KHG) mencapai 471.737 ha. KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur merupakan KHG dengan tutupan kelapa
sawit terluas mencapai 56.018 ha (Gambar 2.10). Keberadaan aktivitas perkebunan kelapa sawit di fungsi
lindung menjadi perhatian khusus mengingat tingginya potensi kebakaran lahan akibat pembukaan dengan
cara membakar.

Apabila terdapat usaha perkebunan sawit di fungsi lindung ekosistem gambut, maka penanggung jawab
usaha wajib melakukan pemulihan di dalam maupun di luar area ekosistem gambut. Beberapa cara yang dapat
dilakukan untuk pemulihan ekosistem gambut antara lain dengan suksesi alami, rehabilitasi, restorasi, dan cara
lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b
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Gambar 2.9. Peta Sebaran Kelapa Sawit Be
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Gambar 2.10. Peta Sebaran Kelapa Sawit dalam KHG

Penyelesaian Sengketa Lahan
Persoalan mengenai sengketa lahan menjadi permasalahan yang masih banyak terjadi, khususnya di Provinsi
Sumatera Selatan. Kasus sengketa lahan yang banyak ditemui diantaranya melibatkan pihak perusahaan kelapa
sawit dan masyarakat. Pemicu konflik sangat beragam, mulai dari persoalan mengenai klaim kepemilikan
lahan, kesepakatan kerja sama yang tidak ditaati, hingga pelanggaran terhadap izin HGU.

Berdasarkan data rekapitulasi perizinan dan luas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dirilis oleh
Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, tercatat pada tahun 2022 sudah ada 277 izin yang dikeluarkan
oleh Dinas Perkebunan bagi perusahaan kelapa sawit. Ditinjau dari segi jumlah perizinan yang dikeluarkan,
Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering llir secara berurutan menjadi kabupaten-kabupaten
dengan perusahaan kelapa sawit yang paling banyak mendapat izin operasi di Sumatera Selatan (Tabel 2.13).

Tabel 2.13. Rekapitulasi perizinan dan luas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan tahun
2022

No Kabupaten

1 | MUSI RAWAS 24 213.009 169.063
2 |LAHAT 9 67.903 61.783
3 | EMPAT LAWANG 5 53.950 53.399
4 | OGAN KOMERING ULU 2] 60.212 38.214
5 | OKU TIMUR 6 64.050 79.000
6 | MUARA ENIM 14 158.708 114,996
7 | PALI 7 107.500 61.285
8 | BANYUASIN 65 397.924 309.717
8 | MUSI BANYUASIN 57 656.938 414.756
10 | OGAN KOMERING ILIR 55 618.675 333.897
11 | OGAN ILIR 6 49.134 13.148
12 | OKU SELATAN 11 120.924 111.924
13 | MUSI RAWAS UTARA 9 129.930 110.108

TOTAL 277 2.698.857 1.871.290

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (2022)
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Besamya angka perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan akan meningkatkan
aktivitas pembukaan lahan baru dan penerbitan izin usaha perkebunan bagi perusahaan. Masyarakat setempat
yang sudah lama mendiami daerah tertentu berpotensi besar untuk menghadapi kasus-kasus klaim kepemilikan
lahan yang akhirnya dapat berujung pada terjadinya konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan.

Menurut data yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, pada
periode 2018-2021, telah terjadi kasus sengketa lahan sebanyak 18 kasus yang tersebar di 10 kabupaten
(Tabel 2.14). Masyarakat umumnya merespon persoalan konflik lahan melalui beberapa cara seperti melakukan
audiensi bersama pemerintah dan perusahaan dengan didampingi oleh LSM terkait hingga melakukan aksi
demonstrasi. Dari keseluruhan data sengketa lahan yang telah direkapitulasi, diketahui bahwa masih banyak
kasus-kasus yang belum selesai dan masih dalam tahap fasilitasi sengketa atau mediasi.
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Tabel 2.14. Data Sengketa

Tahun
Kah/Kota
Konflik

Sengketafl

Para Pihak Bersengketa/Konflik

e

o

Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan

| Lokasi

=29

Ringkasan/Pokok Permasalahan

Tindak Lanjut

Keterangan

1. | Ogan 2018 1. Pendamping PT. SAML Dusunlll Tepung | = Sengketa lahan usaha warga transmigrasi | Rapat 30-12-2019 Pihak PT SAML tetap
Komering masyarakat Dusun Sari, Desa Tirta swakarsa Desa Tirta Mulya Dusun [1I BPN Sumsel dengan hasil berpegang pada akta
llir Il Tepung Sari, Desa Mulya, Kec. Air Tepung Sari, Kec. Air Sugihan, Kab. OKI | meminta DPRD OKI untuk kesepakatan perdamaian
Tirta Mulya, Kec. Air Sugihan, Kab. OKI dengan PT. SAML memfasilitasi sengketa dan menolak review
Sugihan, Kab. OKI = Telah difasilitasi oleh komnas HAM RI kesepakatan tsb
2. Kasus ini telah diambil dan telah dihasilkan akta kesepakatan Rapat 20-02-2020 di BPN
alih oleh salah seorang perdamaian antar pihak 9-2-2017 OKI tidak bisa melakukan KRASS berupaya agar kasus
warga yang berafiliasi = Warga meminta isi kesepakatan yang verifikasi tanpa izin pihak ini mediasinya ditangani tim
dengan KRASS dituangkan dalam akta tersebut agar perusahaan dan diminta GTRA Sumsel
(Komite Reforma ditinjau ulang karena dianggap tidak Bupati OKI untuk memberikan
Agraria Sumsel) aspiratif bagi mayoritas warga dan rekom akses masuk areal PT
warga menuntut agar dilakukan verifikasi | SAML
lapangan ulang terkait kiaim lahan warga
seluas 1.114 ha terletak di Air Sugihan
2. | Ogan 2019 Warga Desa Riding, Desa | PT.Bintang | Desa Riding, Keberatan masyarakat atas hadimya PT BHP | Berdasarkan laporan rapat
Komering Jerambah Rengas, Desa Harapan Desa Jerambah ditengah-tengahmasy di kawasan gambut | 30 desember 2019. Bukan
lir Tulung Seluang, Desa Palma Rengas, Desa yang dianggap dapat menghilangkan mata | kewenangan BPN untuk
Penanggoan Duren dan Tulung Seluang, pencaharian warga berupa menangkap menghentikan kegiatan PT
Desa Lebung ltam Desa Penanggoan | ikan dan tanaman gelam namun tetap juga | BHP karena belum ada HGU
Duren, dan Desa mendapatkan izin lokasi dari Bupati OK] disitu dan kewenangannya
Lebung Itam tahun 2015 dan berharap kepada BPN untuk | ada di Pemda
di Kec. Tulung tidak menerbitkan HGU kepada perusahaan
Selapan, Kab.OKI | PT BHP yang bergerak dalam komoditas
sawit
3. | Ogan 2020 Warga Desa Sungai PT. Desa Sungai Klaim warga Desa Sonor atas pembangunan | Masih dalam tahap telaah Warga berharap agar hak
Komering Sonor, Kec. Cengal, Kab. Russelindo | Sonor, Kec. kebun plasma di Desa Sungai Sonor dengan | oleh Pemkab OKI c.q. Disbun akan pembangunan plasma
Ilir OKI PutraPrima | Cengal, Kab. OKI luas 565 ha sesuai kesepakatan antara OKI ditegakkan sesuai hukum
warga dengan pihak perusahaan. yang berlaku
4. | Ogan 2020 AR, ahli waris dari HAR PT Aek Desa Sungai 1. AR selaku ahli waris dari HAR menuntut | 1. Telah dikirim surat Kadis Pihak perusahaan tidak
Komering Tarum Belida, Kec. ganti rugi pengembalian lahan ahli DLHP Sumsel ke Dirut pernah hadir dalam rapat
llir Lempuing Jaya, warisnya dengan luas 250 Ha yang PT. Aek Tarum Tgl 05- dan hanya mengirim surat
Kab, OKI diduga diserobot oleh PT Aek Tarum 08-2020 No. 660/1940/ dengan alasan bahwa
2. Pihak Aek Tarum dengan surattgl 10 DLHP/B.IV/2020 Perihal klaim Sdr Abdul Roni sudah
Agustus 2020 No. 003/AT/KGMM1/2020 sengketa pertanahan diganti rugi
Perihal tanggapan surat disebutkan 2. Surat dari koordinator GM
bahwa permasalahan tsb telah selesai Tgl 10 Agustus 2020 No. | Mempersilahkan kepada
003AT/IKGMVI1/2020 Abdul Roni CS untuk
Perinal Tanggapan Surat menempuh jalur hukum
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secara turun menurun) yang harus
dikembalikan kepada warga seluas 300 ha
untuk tanaman sawit

warga dan Pemprov Sumsel
c.q sekda telah meminta
Bupati OKUS untuk
memfasilitasi persoalan
tersebut

Para Pihak Bersengketa/Konflik
Kab/Kota Sengketal — pressicsaes Ringkasan/Pokok Permasalahan Tindak Lanjut Keterangan
Konflik 01 ;

2021 Sdr. KEW selaku PT. Mutiara Desa Cinta Jaya, | Warga mengklaim pemenuhan perjanjian Mediasi penyelesaian antara | Kasus klaim pemenuhan
pendamping 300 KK Bunda Jaya Kec. Pedamaran, | antara warga, perusahaan dan pemda kedua belah pihak juga telah | perjanjian para pihak oleh
warga desa cinta jaya, Kab. OK] setemoat tentang pembagian plasma 45% | dilakukan oleh Komnas warga belum menemukan
Pedamaran,OK] untuk warga, 45% untuk kebun inti PT MBJ, | HAM dan melalui suratnya kata sepakat

dan 10% untuk Pemkab OKI. OKI dari jumlah | disarankan penyelesaiannya
12.500 Ha luas izin lokasl yang diberikan menempuh jalur hukum
oleh Pemda OKI untuk perkebunan kelapa

sawit perusahaan tetapi perjanjian ini tidak

pernah terealisasi dan di tingkat Pemkab OKI

telah difasilitasi tetapi belum ada titik temu

2019 Warga 5 desa (Durian, PT. Desa Durian, Desa | 1. Klaim ganti rugi tanah warga dan tanah | Rapat Prov Sumsel 25 Dalam rapat tersebut
Lubuk Rukam, Bindu, Perkebunan | Lubuk Rukam, adat kepada PT Mitra Ogan yang telah | Feb 2020 membahas meminta pihak Pemkab
dan Karang Dapo) di kec. Mitra Ogan Desa Bindu, dan dijadikan kebun inti PT Mitra Ogan sejak | permasalahan tanah milik OKU untuk terlebih dahulu
Peninjauan dan Desa Desa Karang Dapo tahun 1988-1989 masyarakat desa durian kec melakukan inventarisasi
Lunggaian di Kec. Lubuk di Kec. Peninjauan | 2. Pencabutan HGU PT Mitra Ogan peninjauan kab oku dsk yang | atas hak masing-masing
Batang Kab. OKU yang dan Desa yang diduga melanggar aturan dalam dijadikan lahan PIR-TRANS
didampingi oleh Formas Lunggaian di Kec. penerbitannya KS oleh PT Mitra Ogan
OKU Lubuk Batang 3. Diduga luas kebun PT Mitra Ogan (kebun

inti, plasma dan kebun KKPA) melebihi
dari yang tertera di izin lokasi

2021 Ketua POSE, warga Desa | PT. Minanga | Desa Lubuk Meminta PT Minanga Ogan agar Plh. Sekda Prov Sumsel Pemkab OKU c.q. asisten
Lubuk Batang, Kec. Lubuk | Ogan Batang, Kec. mengembalikan Lahan seluas 17 ha yang dengan surat No. 593/2412/ | pemerintahan dan kesra
Batang, Kab. OKU Lubuk Batang, berlokasi di Desa Lubuk Batang dengan DLHP/B.IVI2021 telah telah memfasilitasi

Kab. OKU alasan kontraknya surat perjanjian kerja menyurati Bupati OKU untuk | sengketa tersebut dengan
sama tgl 10 oktober 1994 telah berakhir dan | menyelesaikan perselisinan mengadakan rapat tanggal
terindikasi kuat kalau lahan tersebut telah | tsb secara musyawarah 4 oktober 2021 di ruang
dipindahtangankan / diperjualbelikan kepada bina praja Pemkab OKU
pihak lain dengan kesimpulan agar

masalah kedua belah pihak
dapat diselesaikan secara
internal

2019 Warga Desa Tanjong PT. Meta Desa Tanjong Warga menolak rencana kehadiran PT MAL | Salah satu tembusan Dalam proses, pihak
Raya, Kec. Buay Sadang Agro Lestari | Raya, Kec. Buay tgl 18 November 2012 pasca dilakukan surat tersebut disampaikan pemprov belum menerima
Aji, Kab. OKUS Sadang Aji, Kab, pengukuran oleh BPN OKUS (25-07-19) kepada Gubermnur Sumsel laporan terkait surat

OKUS atas tanah negara yang selama ini diklaim diminta untuk menyelesaikan | disampaikan Bupati OKUS
sebagai tanah adat/ulayat (diusahakan permasalahan yang dihadapi | dimaksud
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Banyuasin ; Desa Teluk Klaim ganti rugi warga desa ke PT. Tunas Pemkab Banyuasin Masih dalam proses
masyarakat Desa Teluk Baru Tenggirik, Kec. Air | Baru Lampung disebabkan masih ditemukan mengadakan pertemuan pada | fasilitasi oleh Pemkab
Tenggirik, Kec. Alr Lampung Kumbang, Kab. selisih tanah yang belum diganti rugi seluas tanggal 16 Februari 2021 Banyuasin sesuai
Kumbang, Kab. Banyuasin Banyuasin kurang lebih 167 ha oleh pihak perusahaan. dengan Direktur PT. TBLdan | kewenangannya
meminta pihak managemen
agar segera memberikan
tanggapan.
10.| Banyuasin | 2020 Lembaga adat Kab. PT.Agrindo | Desa Upang, Kec. Masyarakat menuntut plasma di Desa Masih berkoordinasi dengan Permentan Rl No. 98 Tahun
Banyuasin wilayah eks Raya Makarti Jaya, Kab. | Upang yang dijanjikan oleh perusahaan Pihak Pemkab Banyuasin 2013 tentang Pedoman
Marga Upang, Desa Banyuasin sesuai peraturan perundang-undangan yang | ¢.q. Dinas Perkebunan Kab. Perizinan Usaha Perkebunan
Upang, Kec. Makarti Jaya berlaku (kemitraan antara warga sekitar Banyuasin Permen ATR/Kepala BPN
perusahaan sebagai calon petani plasma No. 11 Tahun 2020 tentang
dengan lahan inti perusahaan) Pelaksanaan Kewajiban
Perusahaan dalam Fasilitasi
Pembangunan Kebun
Masyarakat
11.| Musi 2021 Masyarakat Desa PT. Tirta Desa Mangsang, | Warga Desa Mangsang, Kec. Bayung Sesuai disposisi Asisten Dalam proses Pemprov
Banyuasin Mangsang,Kec. Bayung Agung Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin mengklaim I Provinsi Sumsel telah Sumsel c.q DLHP belum
Lencir, Kab. Musi Estate/ Lencir, Kab. Musi pengembalian lahan seluas 5.198,86 ha disampaikan surat kepada menerima laporan sesuai
Banyuasin dengan Lonsum Banyuasin yang diduga berada diluar areal HGU PT Bupati Muba tanggal 3 tanggal 3 september 2021
kuasanya dan Badan Tirta Agung Estate/Lonsum dan PT Budi September 2021 perihal
Pemantau Korupsi Tirta Agung Estate fasilitasi sengketa pertanahan
Penyelenggara (BPKP) yang meminta bupati untuk
memfasilitasi pengaduan
masyarakat tersebut sesuai
kewenangannya dan
melaporkan hasilnya kepada
gubernur
12.| Musi 2021 R, ahii waris keluarga PT. Banyu Desa Karang Klaim ganti rugi lahan seluas kurang lebih 60 | PT Banyu Kahuripan Berdasarkan ND: No.
Banyuasin besaralm BS Kahuripan Agung Ha sejak tahun 2006 Indonesia mempersilakan 153/ND/DLHP/B.IVI2017
Indonesia kepada pengadu untuk Tanggal 4 April 2017 telah
(Makin menempuh jalur hukum dilaporkan kepada gubernur
Group) / PT. jika fasilitasi sengketa
DSN (Danista antara kedua belah pihak
Surya tidak dapat dilakukan lagi
Nusantara) dan disarankan kepada

pengadu untuk menempuh
jalur hukum
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13. | Muara Enim | 2019 Warga Desa Tanjung PT. Bumi Desa Tanjung Klaim ganti rugi Rimba Peramuan seluas 600 | Telah dilakukan rapat tanggal
Agung Sawindo Agung, Kec. ha di Desa Tanjung Agung sebagai hutan 19 Februari 2020 dengan
Permai Tanjung Agung, adat hasil kedua belah pihak
Kab. Muara Enim tetap mempertahankan
pendapatnya masing-masing
14. | Lahat 2019 Gerakan Tani Sumsel PT. Artha Desa Pagar Batu, | Klaim warga Desa Pagar Batu, Kec. Pulau Telah dilaksanakan dua
(GTS) Kab. Lahat an Prigel Kec. Pulau Pinang, | Pinang, Kab. Lahat atas lahan kurang lebih kali rapat namun belum
Warga Desa Pagar Batu, Kab. Lahat 180,35 Ha yang diduga berada di areal HGU | memberikan hasil
Kec. Pulau Pinang, Kab.
Lahat
15. | Empat 2019 Warga Desa Tanjung PT. Sawit Desa Tanjung Fasilitasi rapat antara kedua belah pihak Telah dilakukan rapat di BPN | Dalam proses Faseta di
Lawang Kupang Baru dan Desa Mas Kupang Baru masih menunggu adanya kejelasan batas Provinsi Sumsel ATR/BPN Provinsi Sumsel
Sugi Waras Kec. Tebing Sejahtera dan Desa Sugi wilayah antara Kab. Lahat dan Kab. Empat
Tinggi Kab. Empat Waras Kec. Tebing| Lawang
Lawang Tinggi Kab. Empat
Lawang
16.| Musi Rawas | 2019 Warga Suku Anak Dalam | 1. Pemkab Desa Tebing Klaim pembagian plasma yang tidak sesuai | Rapat faseta telah dilakukan Fasilitasi sengketa tanah
Utara Desa Tebing Tinggi, Kec. | Muratara Tinggi, Kec. dengan penerimanya yang semestinya lebih diserahkan ke Pemkab
Nibung, Kab. Muratara 2.PT Nibung, Kab. memprioritaskan Suku Anak Dalam tetapi Muratara
Lonsum Muratara justru mayoritas penerima plasma adalah
orang-orang yang bukan dari SAD
Terkait areal lahan pengganti kepada SAD
akan diadakan rapat lintas sektor untuk
membahas lanjutan usulan Bupati Muratara
yang memohon pelepasan kawasan hutan
17. | Musi Rawas | 2020 TB dan Z, warga Desa PT.PP Desa Beringin Salah satu warga Desa Beringin Makmur Pihak PT. Lonsum telah Dalam proses fasilitasi
Utara Beringin Makmur II, Kec. London Makmur Il, Kec. Il, Kec. Rawas llir, Kab. Musi Rawas menempuh jalur hukum sengketa, Pemkab Muratara
Rawas llir, Kab. Musi Sumatera Rawas llir, Kab. Utara meminta PT. PP Lonsum untuk dengan mengadukan c.q. DLHP Muratara tetap
Rawas Utara Tbk Musi Rawas Utara | menghentikan aktivitas di atas lahan milik persoalan ini kepada Pihak berkoordinasi dengan
warga tersebut Kepolisian setempat Pemprov Sumsel c.q. DLHP
Provinsi Sumsel
18.| Penukal 2020 Kelompok Tani Sinar PT. GBS Desa Tanjung Klaim PT. GBS atas lahan millk warga Pemprov Sumsel c.q. Sekda | Belum ada respon dari
Abab Meriu Abab Desa Tanjung | (Golden Kurung, Kec. Provinsi Sumsel telah Pemkab PALI
Lematang Kurung, Kec. Abab, Kab. | Blossom Abab, Kab. PALI mengirim surat kepada Bupati
Ilir PALI Sumatera) PALI

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
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2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan
Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Percepatan Sertifikasi ISPO

Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia memuat tentang penjaminan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan
dilakukan melalui Sertifikasi ISPO kepada perusahaan perkebunan dan pekebun swadaya. Indonesia
Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah sebuah program pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
dengan tata kelola dan budidaya yang ramah lingkungan. Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO
bertujuan untuk menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui
berbagai kegiatan sosialisasi.

Prinsip dan kriteria ISPO berkontribusi terhadap 12 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/
Sustainable Development Goals - SDGs). Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP, IUP-P, IUP-B, dan
pekebun wajib memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) paling lambat pada tahun 2025.
Dibutuhkan dukungan percepatan kepemilikan sertifikat ISPO bagi pekebun dan pengusaha perkebunan
kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi target nasional.

ISPO untuk perusahaan perkebunan dilakukan dengan menerapkan prinsip dan kriteria yang meliputi:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan (10 kriteria, 21 indikator);
Penerapan praktik perkebunan yang baik (2 kriteria, 36 indikator);

w

Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati (9 kriteria, 49
indikator);

Tanggung jawab ketenagakerjaan (6 kriteria, 36 indikator);
Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (3 kriteria, 9 indikator);
Penerapan tranparansi (6 kriteria, 18 indikator);

N o o A~

Peningkatan usaha secara berkelanjutan (2 kriteria, 4 indikator).
Adapun prinsip dan kriteria ISPO untuk pekebun adalah sebagai berikut:

Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan (5 kriteria, 7 indikator);

2. Penerapan praktik perkebunan yang baik (11 kriteria, 17 indikator);
Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati (2 kriteria, 3
indikator);

4. Penerapan transparansi (2 kriteria, 5 indikator);

5. Peningkatan usaha berkelanjutan (1 kriteria, 1 indikator).

Proses sertifikasi ISPO dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO (LSISPO). Tata cara sertifikasi ISPO diatur
dalam Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia (Gambar 2.11).

Program dukungan pelaksanaan sertifikasi ISPO dilakukan melalui pembinaan kepada pekebun maupun
pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan
pihak lain. Pemerintah kini tengah menyusun rancangan aturan turunan dari Perpres Nomor 66 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana
Perkebunan Kelapa Sawit terkait dengan bantuan pendanaan sertifikasi ISPO melalui Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Dokumen Rencana Aksi Daerah
Kelapa Sawit Berkelaniutan
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Gambar 2.11. Proses sertifikasi ISPO

Sumatera Selatan memiliki 276 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki izin resmi dari
pemerintah dengan luas areal yang telah berizin seluas 1.754.436 ha. Dari jumlah tersebut masih sangat sedikit
perusahaan di Sumatera Selatan yang sudah tersertifikasi ISPO yaitu sejumlah 63 perusahaan atau berkisar
22,83%. Upaya percepatan sertifikasi ISPO harus mencakup percepatan ISPO untuk perusahan kelapa sawit.

Percepatan ISPO tidak hanya dilakukan untuk perusahaan, namun juga perkebunan sawit rakyat. Luas lahan
perkebunan kelapa sawit rakyat atau pekebun mandiri mencapai 507.883 ha yang terdiri dari perkebunan
kelapa sawit rakyat mandiri murni seluas 193.146 ha dan perkebunan kelapa sawit plasma seluas 314.737 ha
atau 32,89% dari keseluruhan luas lahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan. Pendampingan sertifikasi
ISPO bagi petani plasma umumnya dapat difasilitasi oleh perusahaan inti. Pemerintah perlu memberikan
perhatian untuk mendampingi pekebun mandiri dalam proses sertifikasi ISPO.

Peningkatan akses pasar
Peningkatan akses pasar produk kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan peran usaha masyarakat di

bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit. Upaya peningkatan akses pasar dilakukan dengan berpartisipasi
dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

Tabel 2.15. Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi
(Lihat Lampiran)

Tabel 2.16. Matriks Rencana Aksi Daerah
(Lihat Lampiran)

Dokumen Rencana Aksi Daerah
Kelapa Sawit Berkelanjutan
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PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

Implementasi program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen RAD KSB membutuhkan
kolaborasi para pihak, tidak hanya dari unsur pemerintah tapi juga swasta, lembaga swadaya masyarakat,
komunitas, dan lembaga penelitian atau universitas.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB harus didukung oleh pendanaan yang
solid tidak hanya dari sumber dari APBD namun juga sumber-sumber lain seperti skema kompensasi
imbal jasa lingkungan hidup (KIJLH), pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH), insentif dan disinsentif
pendanaan privat penghargaan lingkungan, atau pembayaran sektor perbankan.

Pendekatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kelapa sawit berkelanjutan dilakukan untuk menilai kinerja
program dan hasil (outcome) sehingga dapat dilakukan perbaikan desain program di masa yang akan
datang. Monev tidak hanya dilakukan di tingkat plot perkebunan atau perusahaan, tetapi periu difokuskan
di seluruh lanskap produksi atau di tingkat yurisdiksi.

3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB

Pelaksanaan RAD KSB di Provinsi Sumatera Selatan melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Setiap
lembaga memiliki peran khusus dalam mendukung implementasi pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

No OPD Tanggung Jawab dan Peran

1 | Dinas Perkebunan Leading sector dalam penyelenggaraan program RAD KSB. Dinas Perkebunan
berperan untuk menghubungkan dan mengoordinasikan peran OPD dan instansi lain
untuk bersinergi menerapkan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB
Provinsi Sumatera Selatan.

2 | Dinas Ketahanan Pangan | Membuka peluang untuk integrasi peternakan dan kelapa sawit yang berkelanjutan.

dan Peternakan Salah satu program yang didorong yaitu SISKA (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa
Sawit). Program ini sangat relevan dengan kegiatan ekonomi yang diusahakan
masyarakat saat ini.

3 | Dinas Kehutanan Memantau, mencatat, dan mendistribusikan data lahan-lahan perkebunan kelapa sawit
yang terletak di kawasan hutan. Dinas Kehutanan juga bertugas memetakan secara
spasial lokasi dan kondisi perkebunan kelapa sawit dalam berbagai status kawasan
hutan, serta merekomendasikan penyelesaian masalah degradasi hutan dan potensi
konflik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4 | Dinas Lingkungan Hidup | Memberikan arahan dan masukan terkait tata kelola lahan perkebunan kelapa

dan Pertanahan sawit. Alokasi lahan perkebunan kelapa sawit memperhatikan isu pengelolaan dan
perlindungan lingkungan hidup, hak masyarakat adat, serta peraturan nasional dan
daerah terkait penataan ruang.

8 gﬂgfg;ggéz:apd:nr;::gn ATR/BPN berperan memberikan data dan pertimbangan terkait tumpang tindih

Nasional (ATR/BPN) perkebunan kelapa sawit dan kawasan untuk peruntukan lain.
6 | Dinas Koperasi, Usaha Pembinaan, edukasi, dan advokasi badan usaha atau koperasi milik masyarakat. Banyak
Kecil, dan Menengah pekebun sawit yang belum tergabung sebagai anggota koperasi. Padahal pekebun
skala kecil membutuhkan penjamin untuk memperoleh fasilitasi pendanaan, salah
satunya untuk pengajuan dana peremajaan sawit rakyat.

7 | Dinas Perindustrian Mengawal proses hilirisasi kelapa sawit mencakup bantuan penyediaan sarana dan
prasarana, bantuan akses pendanaan dan pemodalan, serta peningkatan kapasitas
masyarakat dalam pengolahan produk turunan kelapa sawit.

8 | Dinas Perdagangan Pembinaan pekebun maupun pengembangan model kemitraan untuk mempercepat
pelaksanaan sertifikasi ISPO serta pengembangan pasar produk turunan kelapa sawit.

9 | Dinas Penanaman Modal | Memberikan kemudahan dan kelancaran bagi pekebun untuk mengurus dan

dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

memperoleh izin terkait perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Oleh karena itu,
diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar lembaga dan
instansi terkait. Upaya tersebut termasuk pemetaaan dan harmonisasi kebijakan dan
peraturan perundangan yang belum selaras serta sinkronisasi data dan informasi pada
masing-masing lembaga.

Dokumen Rencana Aksi Daerah
Kelapa Sawit Berkelaniutan
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Selain itu, pelaksanaan RAD KSB melibatkan para pihak di luar unsur pemerintahan seperti perusahaan kelapa
sawit (swasta), lembaga swadaya masyarakat, komunitas, lembaga penelitian, atau universitas.

3.2. Pembiayaan

RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 merupakan program pembangunan strategis yang
diamanatkan oleh peraturan perundangan. Pelaksanaan RAD KSB diatur melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun
2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Urgensi penyusunan dan pelaksanaan RAD
KSB Sumatera Selatan dilatarbelakangi oleh kontribusi signifikan kelapa sawit terhadap PDB nasional, PDRB
provinsi, serta pendapatan masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB
harus didukung oleh pendanaan yang solid tidak hanya dari sumber dari APBD namun juga sumber-sumber
lain yang sah dan tidak mengikat. Gambar 3.1 memperlihatkan dasar hukum pelaksanaan pembiayaan dan
pendanaan perkebunan kelapa sawit.

APBN APBD Pelaku usaha
t t
Pembiyaon usoha perkebun bersumber dari
UL 39/2014 temtang
Perkebunan
St . FPPW”::I::MW e PPA48/2017temtang Instrumen
1
i Earlatmay Ekonomi Lingkungan Hidup
Permen LHK 32/2016 tentang }
Pengendalian Kebakaran Hutan Perpres 61/2015j /2018 Dana Jaminan Pemuli
dan Lahan Penghimpunan dlnh:cnmmn Dana Perkebunan Lingkungan Hidup
lapa sawit
| Peruntukan Dana Penanggulangan
Biaya pengendalian karhutla Pencemaran/Kerusakan =~ +— |
dari APBN disalurkan melalui J I £ l L dan Pemulihan LH
Manggala Agni Pa P
ngembangan Litbang < Sarpras
) SpM Perkebunan Lxomost perkebunan Eeremalsar DanaAmanah/Bantuan |
Biaya pengendalian karhutla L | Konservasi
__, tari APBD disalurkan melalui i
SatKer Dalkarhutla Pemda, T KepDirjen Peremjaan sawit,
masyarakat, dan pihak terkait Perpres Pendanaan seriikastiSPO " an SDM,
44/2020 bersumber dari APN, APBD,
- 28/2027 dan saranadan
sumber lain yang sah i
Prasarana peremajaan
l sawit bersumber dari
Biaya sertifikasi 15P0 BPDPKS
Permentan dapat diajukan pekebun
38/2020 secara bekefompok.

Pendanaan dapat
berupa: {a) pelatihan; (k)
pendampingan
pemenuhan prinsip dan
kriteria 1SPO; (c)
sertifikasi 1ISPO awal

Gambar 3.1. Dasar hukum pembiayaan perkebunan kelapa sawit

Berdasarkan berbagai kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, terdapat beberapa skema pendanaan
yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan RAD KSB antara lain:

1. Pendanaan dari sumber APBN/APBD

RAD-KSB Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanaan dari
pemerintah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pelaku usaha dan sumber-
sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum dalam penyelenggaran pendanaan melaku skema APBN yaitu:

* UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
* UU No. 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
e UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
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* PP No. 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan

* Perpres No. 61 tahun 2015 jo Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan
Dana Perkebunan Kelapa Sawit

e Perpres No. 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia

* Permentan No. 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia

* Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan
Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM, dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam
Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun/rakyat (PSR) dapat bersumber dari BPDPKS. Dana
PSR dapat diakses oleh kelompok tani, Gapoktan, koperasi, maupun kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.
Persyaratan untuk mengases dana PSR yaitu: (1) Poktan/Gapoktan/koperasi beranggotakan paling sedikit 20
pekebun atau memiliki hamparan paling sedikit 50 ha dengan jarak antar kebun paling jauh 10 km dilengkapi
dengan koordinat; (2) legalitas lahan (SHM, SKT, Sporadik, Girik, AJB, hak adat atau hak atas tanah lain
yang diakui keberadaannya). Selain program PSR, BPDPKS juga dapat memfasilitasi pendanaan terkait
program pengembangan SDM, pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati, penenlitian dan
pengembangan, promosi, dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan. Terkait pengembangan
SDM, BPDPKS memiliki program pelatihan petani dan masyarakat sawit, pendidikan, penyuluhan kelapa
sawit berkelanjutan, dan pendampingan serta fasilitasi.

Selain sumber pendanaan yang dihimpun melalui BPDPKS, program dan kegiatan RAD KSB juga dapat
didanai melalui mekanisme APBN dan APBD. Alokasi pendanaan melalui APBD dapat dilakukan melakukan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu pemanfaatan DAK (seperti DAK pertanian, DAK Industri Kecil
dan Menengah, DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan), serta pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan
kelapa sawit berkelanjutan oleh masyarakat desa. Adapun program yang dapat diinisiasi melalui dana
desa seperti pengelolaan limbah kelapa sawit serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam
mengelola sarana produksi dan menerapkan praktik budidaya sawit berkelanjutan.

Biaya Sertifikasi ISPO dan Fasilitasi Pendanaan

Fermentan No. 38 tafim 2020 tentong Penyelengaoraon Sertifikasi
Perkebunon Kelops Sewit Berkelonjutarn Indonesio

| l

Poktan, Pasal 53 (7) Sertitifkasi 1SPO awal Pe Pasal 52 Biaya sertifikasi 15PO yang
‘Gapoktan, diprioritaskan bagi kelompok pekebun J“"'_ haan diajukan perusahaan perkebunan
Koeprasi dengan luas areal 500-1,000ha dibebankan kepada E
parusahaan
- Mengajukan permohonan
£ +
- . Kepala Dinas
£
£ Kah/Kata
a
| [ Werifikasi persyaratan
|
| . —_—
| i .
5 Tidak Ya . Kepala Dinas Kab/Kota . Direktus
alau Provinsi Jenderal
| Verifikasi pengusudan

» v
[hkembalikan
Tidak Ya Pendanasn
APEBN
Pendanaan APBD
Kab/Xow atau Provinsi

Gambar 3.2. Pembiayaan sertifikasi ISPO melalui APBN dan APBD
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Terkait peningkatan penerapan ISPO, pemerintah juga memfasilitasi pembiayaan dan pendanaan sertifikasi
ISPO baik melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota (Gambar 3.2). Bantuan pembiayaan
sertifikasi ISPO diprioritaskan untuk kelompok tani, ga bungan kelompok tani, dan koperasi dengan luas areal
500-1000 ha. Pendanaan terkait ISPO dapat berupa pelatihan, pendampingan pemenuhan prinsip dan
kriteria ISPO, dan sertifikasi ISPO awal. Sertifikasi ISPO ulang dan sertifikasi untuk perusahaan dibebankan
kepada pemohon atau pemilik kebun.

2. Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH)

Pengelolaan jasa lingkungan diatur melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang diubah
dengan PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Berdasarkan peraturan tersebut, kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup (KIJLH) termasuk dalam
instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Skema KIJLH merupakan pengalihan
sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara pemanfaat dengan penyedia jasa
lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup.
Pada skema KIJLH, pemerintah terlibat baik sebagai penyedia maupun penerima manfaat jasa lingkungan.

Adapun pembayaran jasa lingkungan hidup (PIJH) melibatkan pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu
yang dinilai dengan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat
sebagai penerima manfaat jasa lingkungan hidup dan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian
berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Pada skema ini, tidak ada keterlibatan
pemerintah sebagai penyedia maupun penerima manfaat jasa lingkungan, namun lebih menekankan pada
keterlibatan masyarakat.

Skema KIJLH maupun PJLH dapat diterapkan dalam pengelolaan sawit berkelanjutan salah satunya
pada kebun sawit agroforestri. Tahapan yang perlu dilakukan untuk menerapkan skema pembayaran jasa
lingkungan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring dan evaluasi.

* Tahap persiapan mencakup: (1) analisis skala spasial penyediaan jasa lingkungan; (2) analisis jasa
lingkungan potensial; (3) ruang lindung jasa lingkungan; (4) identifikasi para pihak yang terlibat dalam
penyediaan dan pemanfaatan jasa lingkungan; (5) penilaian jasa lingkungan sebagai basis data untuk
penetapan indikator yang akan diawasi dan dievaluasi; (6) penetapan bentuk dan nilai kompensasi/
pembayaran jasa lingkungan; (7) penetapan dasar hukum dan kelembagaan.

e Tahapan pelaksanaan meliputi: (1) perjanjian kerja sama penyediaan jasa lingkungan dan (2)
pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak dan perjanjian kerja sama.

e Tahapan monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian
kompensasi kepada penyedia jasa. Terdapat opsi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan di area
agroforestri sawit seperti keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, maupun tata kelola air.
Pendanaan yang dihasilkan melalui pembayaran/kompensasi jasa lingkungan hidup dapat dimanfaatkan
terutama untuk program dan kegiatan yang terdapat pada Komponen C yaitu Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan.

3. Skema insentif dan disinsentif melalui TAPE dan TAKE

Transfer anggaran berbasis ekologi (Ecological Fiscal Trasfer/EFT) di tingkat daerah dapat dilakukan melalui
skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) and Transfer Anggaran Kabupaten berbasis
Ekologi (TAKE). Skema TAPE merupakan transfer dana dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota,
sedangkan TAKE berupa transfer dana dari pemerintah kabupaten/kota ke kecamatan/desa berbasis kinerja
dalam menjaga lingkungan. Adapun dasar hukum bagi pelaksanaan skema Transfer Fiskal berbasis Ekologi
yaitu:
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¢ PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
* PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

e Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian
Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam
Pembangunan Nasional

e Peraturan Menteri LHK No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon

Skema TAPE maupun TAKE dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan praktik pengelolaan
sawit berkelanjutan di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi dapat menetapkan indikator pengelolaan
sawit berkelanjutan yang harus dipatuhi oleh kabupaten produsen. Kabupaten yang memenuhi indikator
yang ditetapkan akan menerima insentif anggaran sedangkan kabupaten yang tidak memenuhi menerima
disinsentif dalam bentuk pemotongan anggaran tertentu. Untuk membangun skema ini pemerintah perlu
menyusun indikator dan target kinerja, alat pengukuran kinerja, serta sistem monitoring dan evaluasi.
Skema TAPE dan TAKE tidak mewajibkan penambahan anggaran namun dilakukan realokasi anggaran
dan penetapan sektor prioritas.

- Pendanaan dari sektor privat dan masyarakat

Sumber pendanaan yang berasal dari pelaku usaha adalah dana yang bersumber dari perusahan
perkebunan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana lainnya sesuai dengan peraturan
perundangan. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah dana-dana hibah yang dapat
berasal dari lembaga-lembaga donor dan yayasan nirlaba. Hibah daerah merupakan pengalihan hak atas
sesuatu dari pemerintah pusat atau pihak lain kepada pemerintah daerah. Selain dari pemerintah, hibah
juga dapat diberikan oleh badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri dan kelompok masyarakat atau
perorangan dalam negeri. Adapun mekanisme hibah dari luar negeri harus melalui pemerintah pusat. Dasar
hukum untuk pemanfaatan dana CSR dan hibah daerah yaitu:

¢ UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¢ UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

e  UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

e PP No. 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah

* PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

» Peraturan Gubernur No. 12 tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Bidang
Perlidnugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program CSR dan hibah dapat dialokasikan untuk program dan kegiatan terutama pada komponen B terkait
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dan Komponen C terkait Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan. Pelaksanaan CSR sebaiknya dapat dikelola dan dialokasikan oleh pemerintah atau forum muiti-
pihak. Selain itu, diperlukan adanya sistem pengawasan pelaksanaan dan dampak CSR bagi pengelolaan
lingkungan dan penghidupan masyarakat.

. Skema insentif penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu
bentuk instrumen ekonomi lingkungan yang menggunakan skema insentif. Penghargaan kinerja dapat
diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan maupun kelompok tani/pekebun yang telah melakukan
pengelolaan lahan/kebun secara berkelanjutan, sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Pemberian
penghargaan kinerja ini diatur dalam PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi para pemangku kepentingan dalam mengadopsi
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pengelolaan sawit berkelanjutan. Penghargaan dari pemerintah daerah juga dapat menjadi modal bagi
perusahaan untuk penilaian di tingkat nasional, salah satunya melalui program PROPER (Program Penilaian
Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) oleh KLHK.

6. Pembiayaan dari sektor perbankan

Pendanaan dari lembaga keuangan, salah satunya sekior perbankan, dapat menjadi alternatif pendanaan
bagi kegiatan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan oleh masyarakat. Adapun program-program
yang dapat dibiayai oleh pendanaan dari sektor perbankan seperti program peningkatan kapasitas dan
kapabilitas pekebun dalam mengelola sarana produksi dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam
praktik pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan. Dasar hukum bagi pendanaan mikro dari sektor
perbankan yaitu:

 Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah

e PMK No. 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha
Rakyat

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring terhadap RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 dilakukan dalam rangka menilai
pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi
dilakukan untuk menilai hasil (outcome) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan
perbaikan desain program.

Pendekatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kelapa sawit berkelanjutan perlu dilakukan tidak saja di
tingkat plot perkebunan atau perusahaan, tetapi perlu difokuskan di seluruh lanskap produksi atau di tingkat
yurisdiksi, dalam hal ini di tingkat provinsi dan kabupaten. Pendekatan keberlanjutan yurisdiksi mempercayakan
akuntabilitas dalam pelaksaanan keberlanjutan kepada pemerintah daerah yang bekerja sama dengan sektor
bisnis, kelompok tani, dan masyarakat sipil. Di tingkat nasional, pembangunan sistem monitoring, evaluasi, dan
pelaporan keberlanjutan Terpercaya telah diujicobakan di beberapa daerah dengan tujuan untuk membangun
pemahaman bersama tentang “keberlanjutan yurisdiksi® (jurisdictional Sustainability) dan menawarkan
berbagai indikator untuk mengukur dan melacak kemajuan menuju yurisdiksi keberlanjutan secara transparan.
Terpercaya memiliki 4 pilar dan 22 indikator yang dipilih didasarkan pada regulasi Indonesia' dan menjadi
dasar untuk penentuan insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah, termasuk penyaluran alokasi transfer
ke daerah’. Berbagai indikator tersebut dirancang untuk mengevaluasi kinerja yurisdiksi dan menunjukkan
manfaat dari produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif.

Lingkungan hidup . | Perlindungan hutan permanen

Aspek lingkungan menekankan pada perlindungan Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi

huda‘n dan keane!caragaman hayati serta jasa Pencegahan kebakaran

ekosistem seperti perlindungan tanah dan Perfind e S

pengaturan air, serta peningkatan kesejahteraan SSCungan ohAn gar

daerah melalui pengurangann kebakaran dan kabut Mitigasi perubahan iklim

asap seria peningkatan kualitas air. Hutan produksi dikelola secara berkelanjutan
Pengendalian polusi air dan udara

N ®N

1 b_tg;_s_:_{{eﬁ.intfsitesfde_f_a_gI_tfﬁIesfﬁIesffj_eglredleergercaya!Brieﬁngslz.%20Bn’dging%20InQpnesian%_ZOIa_ws%EO—%Q_{}BAHﬂ;
SA.pdf diakses 4 Oktober 2022

2 httgs:!fauriga_.or.idfresourcef[eferencei2{_l21—04-26%20—%20nqc)pini%20_sawit bappenas.pdf diakses 4 Oktober 2022
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O (] dil) erpe o
Sosial 8. | Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan
Aspek sosial mencakup perlindungan hak asasi 9. | Pengakuan hak adat

manusia, termasuk hak adat, dan perlindungan : :
(safeguard) yang memastikan legalitas produksi dan i Res?lum ol —
keadilan sosial. Selain itu, aspek sosial juga meninjau |_11-| Bagian untuk petani kecil
penguasaan lahan, partisipasi formal petani kecil
dalam ekonomi, dan peningkatan hak-hak pekerja.

12. | Registrasi petani kecil

Ekonomi 13. | Produktivitas petani kecil
Aspek ekonomi menilai manfaat bagi masyarakat 14. | Organisasi petani kecil
pedesaan khususnya petani kecil, dari P
partisipasi dalam produksi komoditas, dan dari 15 D“"“”?""_ L petf':!m ol -
mempertahankan akses dan harga pasar. 16. Industri minyak sawit yang bertanggung jawab (termasuk
ISPO dan RSPO)
17. | Lapangan pekerjaan pedesaan
Tata Kelola 18 Proporsi angaran kabuapten dialokasikan untuk
Aspek tata kelola memastikan tata kelola rantai " | keberlanjutan
pasok komoditas transparan, berkelanjutan, dan 19. | Akses informasi publik
inklusif.

Partisipasi multi pemangku kepentingan dalam
perencanaan

21.| Mekanisme pengaduan
22. | Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan

20.

Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain:
a. Pembentukan sistem/skema pelaporan, monitoring, dan evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan tidak berdiri sendiri, namun menjadi
bagian dari penyelenggaran Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan mempertimbangkan
indikator-indikator yang memungkinkan untuk mengukur keberlanjutan di tingkat yurisdiksi, seperti
Terpercaya. Dalam membangun sistem monitoring dan evaluasi penetapan indikator, target kinerja, serta
pembagian peran antar pemangku kepentingan merupakan tahap yang krusial. Melalui proses diskusi yang
inklusif telah dilakukan penetapan indikator dan pembagian peran pemangku kepentingan untuk setiap
kegiatan yang direncanakan dalam RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang pada Matriks
Rencana Aksi. Tabel 3.2 merincikan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam proses monitoring
dan evaluasi. Proses monitoring dan evaluasi RAD KSB sebaiknya dilakukan sesuai linimasa Pemantauan
dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.2 Peran pemangku kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan

No. Pemangku Kepentingan Peran

Mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi, termasuk
1. | Ketua Tim Pelaksana Daerah (TPD) | pengumpulan data, serta melaporkan hasil pelaksanaan RAD KSB Provinsi
Sumatera Selatan

2. | Sekretariat TPD Memifasilitasi kegiatan rapat TPD maupun kegiatan kesekretariatan lainnya
Melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data

OPD Pelaksana (mengacu pada

3. : : sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing
Matriks Rencana Aksi) OPD Pelaksana
Mendukung dan membantu OPD Pelaksana dalam melakukan identifikasi,
4. | OPD/lembaga pendukung pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data sesuai kapasitasnya

b. Identifikasi kebutuhan data pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Perlu dilakukan identifikasi data untuk melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan indikator yang
telah ditetapkan dalam Matriks Rencana Aksi. Identifikasi kebutuhan data harus disertai dengan pemangku
kepentingan terkait yang dapat memfasilitasi penyediaan data.
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¢. Penyediaan, pengumpulan, dan pengolahan data

Penyediaan, pengumpulan, dan pengolahan data dilakukan oleh OPD Pelaksana yang telah ditetapkan
pada Matriks Rencana Aksi. Penyediaan dan pengumpulan data juga dapat dilakukan oleh OPD/lembaga
pendukung yang dikoordinasikan oleh OPD Pelaksana. Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi
langsung maupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah
data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data
perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD.

d. Pelaporan hasil pengolahan data sesuai indikator penilaian yang ditetapkan

Pelaporan hasil monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya, informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan
evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan.

e. Penyelenggaraan evaluasi terhadap capaian program dan outcome

Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung Pelaporan
pelaksanaan RAD KSB dihimpun dari masing-masing OPD pelaksana dan OPD/mitra pendukung melalui
komunikasi secara langsung maupun elektronik. Laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB oleh TPD
disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB
Provinsi Sumatera Selatan disampaikan oleh Gubemur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD KSB secara berkala
setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperiukan.

f. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dalam laporan kinerja daerah

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi perlu diintegrasikan dalam pelaporan kinerja daerah sekaligus
menjadi bahan bagi evaluasi perencanaan kebijakan di masa yang akan datang.

g. Sosialisasi hasil capaian RAD KSB Sumatera Selatan
h. Pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan untuk perencanaan kebijakan di masa yang akan
datang

Berdasarkan hasil identifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan RAD KSB yang telah disinkronisasikan
dengan Rensta OPD Provinsi Sumatera Selatan, telah dilakukan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan
sub kegiatan serta perencanaan tindak lanjut seperti pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan
(Lihat Lampiran)

Dokumen Rencana Aksi Daerah
Kelapa Sawit Berkelanjutan
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Bab 4
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027
merupakan wujud implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Inpres tersebut mengamanatkan kepada
Gubernur, Bupati dan Wali kota untuk menyusun RAD KSB dan membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka
pelaksanaannya. RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan acuan dan pedoman membangun dan
membina para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan baik pekebun mandiri perorangan
maupun badan usaha/perusahaan, untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pembiayaan yang timbul dari program Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di
Sumatera Selatan bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Sekretariat Tim Pelaksana RAD KSB Provinsi Sumatera
Selatan mendukung dan melakukan pendampingan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan.

Dokumen Rencana Aksi Daerah
Kelapa Sawit Berkelaniutan
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LAMPIRAN

- . - - .
i . 158} WAKTU PELAKSANAAN Instansi/ Lembaga Instansi/ Lembaga
e Pragram (Renstra OPD)
2021 [ 2022 I 2023
. 1 2 3 4 5 (] T
1, Progr el kelola vang lehih baik
1. Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
2. Kemanterian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan Naskonal
3. Kementerian
Perencanaan
Pembanungunan
Nasional/Badan
Tersusunnya pedaman Parancanaan
11 Peryusiuman Pedoman | pendataan pekebun di Pambangunan Program Penyelenggaraan
" |Pendataan Pekebun tingkat nasional, provinsi 202 2022 dicend isleolioiiei Lo i o ekl Statistik Sektoral {Perkebunan
dan kabupaten/ kota 4. Badan Informasi felape il
Geospasial
5. Badan Pusat
Statistik
& Badan Pengelola
Dana Parkebunan
Kelapa Sawit
7. Pemerintah
Provinsi
8. Pemarintah
Kabupaten/Kota
9. Pelaku Usaha
2, Program b EgA Tematik (IGT) wiupan kebun kelapa sawit
Kompilasi dan 1 Pertanian
pengintegrasisn IGT 2. Kemen ATR/BPN
tutupan kebun sawit dan Tersadianya IGT tuitupan 3. Kemen LHK
1. berbagai kebun sawit yang 2021 2022 2023 Badan Inf i 4. Dalam
i KL} Hegeri
terkait perkebunan kelspa 5. Pemprov
sawit
6. Pemkab/Kota
7. PolakuUsaha
1
2. Kemen ATR/BPM
Menyusun pedoman atau = o
. WNotma, Standar, Prosedur, | Tersedianya pedoman atau s i z _Homen
s dan Kritarla (NS2K) NSPE partisipati 1 2022 2023 Badan 4, o
pemetaan partsipatlf 5. Pemprov
6. Pemkab/Kota
7. Pelaku Usaha
2.3.1. Tersedianya data L. Kementerian
pekebun dan peta lokasi Koordinator Bidang
kebunnya yang diperbarui Parekonomian
secara bekals di 26 provinsi
penghasil kelapa sawit
Melakukan pendataan 2. Kemen PEN/
25 pekebun dan pemetaan
| okasi yang 2011 2022 2023 3, Kemen ATR/BPN
| diperbarul secara berkala 4, BIG Program Peryelenggaraan
1.3.2, Torsedianya peta 5. BPS Informasi Geospasial Tematik
indikatif dari kebun- kebun 6. BPOPKS (16T} vutupan kebun kelapa sawit
wang sudah peru 7 P
divernajakan di 21 provinsi & pemkat)
9, Pelaku Usaha
2.3.1. Torsedianya fasilitator
. pemetaan partisipatif 1 Kementan
it bagi 2 Kemen ATR/BPN
2.3.2. Ter
2.4, tarkt. ¥ partisipatif di 2021 2022 2023 Badan Informasi Geospasial
masyarakat di lokasi daurah percontohan 3. Kemen LHK
perkebunan 4. Pemprov
5. Pemkab/Kota
6. Pelaku Usaha
7. Pelaku Usaha
2.3.1. Tersedianya fasilitator Kemel
pemetaan partisipatif L ntan
ek partts bagi 2.3.2 Terlaksananya
Kakdaerih partisipatif di 2 Kemen ATR/BPN
2.5,
tavkal, parusahan dan 1merah£m=nmhan 2021 2012 2023 Badan knformasi Geospasial
masyarakat di lokasi 3. KemenLHK
perkebunan 4. Pemprov
5. Pemkab/Kota
6 Pelaku Usaha
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3. Progr o 3 I
1 Kemendagri
2. Kemon LHK
Terhitnya strategl
Menyusun strategi kamunikasi dan rencana 4 Keman ATR/BPN
k ikasi dan rencana dan 4. Kementerian
soslalisasi yang efektif bagl | kebljakan yang terkait kasi ds
AL Vsketuasdan pare dengan Lsaha perkebunan Al 2022 2023 Infarmatika
pemangku kepentingan kelapa sawit berkelanjutan 5. Mementerlan
lainmya i 26 provinst penghasil Ketenagaker|aan
kwlapa sawit secara berkals & BPDPKS
7. Pemprov Program soskalisasi regulasi dan
& Pemkab/Kota kebijakan terkait usaha
kelapa sawit
9. Pelaku Usaha bagh pekebun dan
i i gk k i lainny
K LHE
Terselenggaranya sosialisasi * emen
i dla
Melaksanakan sosiafisasi | 00 oo Kebiiakan 3. Kemen ATR/BPN
ok dan sesuai strategl komunikasi
32 :nguai strategh komunikasi dan rencana sosialisasi di 2021 2022 2023 | Kementerian Pertanian 4. Kemenkominfo
: ringkat pusat dan di 26 5 Kemenaker
dan rencana sosialisasi - -
provinsi penghasil kelapa 6 BPDPKS
sawit secara berkala -
7. Pemprov
8 Pemkab/Kota
5. Pelaku Usaha
% e Tamrah daln b " alapa sowit
1 Kementan
2 Kem
Sinkronisas! kebijakan usaha e

Wi Parhefl:inar: kelapa sawit Kebuakm_ yang sudah — e 2023 M Kor 3. Kemen ATR/BPN
yang wcars Bidang Perek
berkala 4. Kementerian

Pordagangan
5 Kemendagri
6. BPDPKS
L Kemen
Program peningkatan sinergl
2 Kemenkeu antar organisasi perangkat
daerzh berkaitan dengan usaha
2 kelapa sawit
4 Kemen LHK
Sinkronisasi data dan ::f"'_'::::zl‘::“
infarmasd pada masin jan Koording 5 Kemen ATR/BP

a2 PHPIdAMANE | inkronisas pad miasing- 2021 2022 2023 TR Kt s
masing ing Bldang 6 Kemend
kementerian/lembaga : 3g

kementerian/lembaga 7. Kemendagri
8 BPDPKS
9. BIG
10. 8PS
11, Pemprov
12 Pemkab/Kota

5. Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dal kel tingkat it
L 1 Pewrtah VTGETE Tire
daerah dalam bentuk forum | dserah dalam bentuk forum Provinsi 1 Kementan Pelaksana Daerah dalam bostuk
i Z ; = ;

51 multi pihak loeie'_pa awit multi pihak Ineﬂa_pf aawit 2071 oy 2093 - PomBreE Foram :vu:mlpmak h.c.:na sawit
berkelanjutan di tingkat berkefanjutan di tingkat Kabupaten/ Kota 2. b di tinglkat
provinsi dan provinsi dan kabupaten/ %, PalisUmhs kedapa

8. Prog 7 ¥ ok e Ak = el
1. Kemendagr
2. Kemun PPN/ Bappenas
Niemhataunson Terbangunnya jalan yang ; b ldinidl Program d
meninsaBaniuslion Jolan | iy st ol sy peningkatan jalan untuk

61, |yang dipertukan di skl 2021 2022 2023 Umum dan Perumahan | % Kementerian Desa, i il

Kabupaten/ kata panghasit [ F 1 ¢"/kota penghas Rakyat Pembangunan Daerah i
kelapa sawit i dan
kelapa sawir "
5. BPDPKS
6. Pemprov
7. Pemkab/Kota
7. Program b k
1. Kemen LHEK
Membentuk kelempok kerja Iﬂ“'_nda'n:“w":dT";:“ 2 Kemen ATR/BPN
71 |antarinstansi ci dalam i - 2021 022 2003 i 3 i
kepatuhan huk Hipas peninglatan
upaya kepatuhanhukum. | 0 4. Pemprov
5. Pemkab/Kota
1. Kemen LHK
2. Kemen ATR/BPN
= Program kolaborasi dengan
3. Kementerian
. petaku usaha dalam usaha
Megara dan Reformasi wﬁ'::::’: Ire.h::a i
keatrya jurnlah da i F anjutan
| Meninghatian jumiah dan :‘D:"::Densi PPi:l:ﬂari 23" Birckrasi
E 021 2022 2023 ;
7.2 kompetensi Pnln:cf:lspms ‘orata maniach 100 oraing 4, Kemeterian Hukum dan
Pegawal Negeri Sipil | ] PONS K21 Provins Hak Asasi Manusia
5. Kepolisian RI
&, Kejaksaan RI
7. Femproy
B. Permiab/Kots
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gram daiam Ren:
WAKTU PELAKSANAAN Instansl Lembaga Instansif Lembaga Prov. Surmssl &
No jiatan (RAN Kelu; gl
Keg { KSB} aran (RAN KSE) Py g Jawab Pendukung dengan program pada RAN
2021 I 2z [ 023 K58
[ 5 G
1. BPDPKS
tentang penggunaan { sosisfisasi tentang ” 2 Pemprov
8.1.  |benin bersertifkat bagi | penggunaan benih 2021 2022 A ¢ wtan 3 Pemkabifola
pekebun bersertifikat di 21 provine!
4. Peiaku Lisaha
I Terselenggaranya
program kemitraan o n;."g’;::“m 1. Kementerian BLMN
apinre antara:
a. produsen benity
yang memilik ketun 2. Pamprov
sumbes benih
&  produsen benih| b produsen benih
B2, vang memadiki kebun yang membesarkan 2001 2072 2022 i 3. Pambkshi
sumper bemh benlh daniafay
:;mg Prgmenvenn] & auwn 4. Pefaky Usaha
benth Perkabunan Perusahaan
dan stau 5. Produsen Benih
T HONN
Parkabunan
Program peningkatan
e R Somm— 1 — Do
53 21 provinsi antara : pekebun datam mengelola
sarana
8 produsen benih) produks)
vang memiliki kebun 2 Pemprov
sumbar benih
b produsen benih| a  produsen benity
83, yang D g ki keebun 021 2022 2023 izn Perfanian |3 Pemkab/®ota
banih sumbaer benih
b produsen benih
dan atau ¥Ang membesarkan A Fobaiu Lo
penih danfatau Perusahaan
T EUMN T BOWN .
Perkebunan Perkebunan 5. Produsen Banih
! °F ¥
R B antara prod it 1. Kementeran BUMN
e T e
84,  |yang membesarkan benih FWZM bmi‘:’yang 2021 2022 2023 fanPertanian |3 Pemkabola
m:m‘;’“_‘ﬁ'mmml memiiiki kebun sumber 4. Pelaku Usaha
i benih untuk menjual benih Perusahaan Produsen
| bersertifikat & 249 provine: Benih
itk 1 Pemprov
dalam B dan 2
85 || Raah dnit betii 2021 2022 2023 Kementanan Pertanian
potadaran benin | bersertifikat sampai lokas: 2. Pemiatiota
9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktek budidaya yang baik {Good Agricultural Practices (GAP)
tekni # tal da tlekll' nta d ! FATROD
eknis pemantauan dan is pemantasuan dan .
81 evaluasi penerapan hasil | evaluasi penerapan hasi 2021 022 2023 Kementerian Pertanian 3 —_—
pelatihan GAP pelatitan GAP Pelaku Usaha
di tingkat provinsi dan GAP di tingkat nasional 1.  BPDPKS
abupaten/kota baik oleh | dan provinsi baik oleh . 2 Pemprov
82 | pemerintah, maupun | pemerintah, maupun 2021 2022 2023 Fementerian Pertanian g e Program paningkatan
kemitraan para pshak Kemitraan para pihak Pl i
secara paricdik secara periodik 4. Pelaku Usaha pekebun dalam menarapkan
| Mieninghatian 1. BPDPKS praktik budidaya yang baik dan
99 Meningkatnya & i Berkelan|utan
53 |sertifikasikompetensi  |dibidang perkebunan 2021 2022 2023 Kementefian Pertanisn 2. Pamproy
dibidang perkebunan kelapa sawd 3. Pomkab/Kois
kelapa sawi
4. Pelaky Usaha
Menyelenggarakan Tel mm:;’m 1. Pemprov
84, |penyuluhan tentang p"""m AP pa e o0 2021 2022 2023 Kementerian Pertanian 2 Demkabiota
prinsp GAP bagi pekebun sompok bun di 21 3, Pelaku Usaha
10. Program Penii akses ajaan t: bagi pekeb i
1
X ; ;rn:al e r.l 2 Kementenan
3 entang akses pendanaan BUMN
ty,  [CRees pedmmmnidn L Lt lembaga 201 2022 2023 Pertanian
pedenkan lombags keuangan lainnya, di 21 S Famrow
| keuangan lainnya provingi 4 Pemkabirata
5. Pelaku Usaha
Wenmgratkan T
M, ya jumnlah
pekabun datain BLMN
memanuhi persyaratan 2 BPOPKS
rsyaratan unfu :
DR Lk b untuk mendapatkan 2021 2072 2023 Kamanterian Pertanian
i teknis i teknis 3. Pemprov
peramaaan ketspa sawit pusmaj_sun ketapa sawit 4. Pamkab/Kola
rakyat rakyat di 21 provinsi 5. Pelaku Usaha
n ukungan 1. Kemenko
Meningkatken duamgen |, iani gana Lriuk gidan
dana Peremajaan Sawit PSR dan Badan =, 2
10.3.  |Rakyat (PSR} dengan Pengelola Dana 2021 022 2023 i Han - § 4
mempertimbanghan o unan Kelapa Sawi 2. BPDPKS Program par!ar’gkamn produksi
xetersadizan dana o 3 Pelasu Usaha | %" B
T Remenka
Bidang
Perekonomian
M . Meninghkatiya realisssi 2. Kementerian
penyaluran dana BUNMN
104, |dalam penyaluran dana 2021 2022 2023 Kemanteran Pertanian
peremajaan kepads 3. Pemprov
PSR kepads pokobim | Ly i di 21 provine
B 4 Pemkab/Kota
5. BPDPKS
&, Palaku Usaha
[Tereedianya lagoran T Fementenan |
evaluasi permasalatan BUMN
Metakukan evaluss: dan rekomendas: usutan 2 BPDPKS
105 |pemantaatan dana tindak lanjut terkait 2021 2023 2024 Kementerian Pertanian
peremajasn sawit rakyat | pemanfaatan dana B Ty
| peremajaan sawit rakyat 4. Pamkab/Kata
5 Pelaku Usaha
i 21 prowvinsi
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11. Program F P dan pekebun
TTTT T
=i dan 1. Kementerian
dalam pembentukan Keparasi & Ussha
kelembagaan pekebun di Kecdl dan Menengah
26 provinsi penghasil -
kelapa sawit secara 2. Kemendagri
dan gan {44 4.2 T, : - 3 Kementaran
111 |datam pempentukan lembaga pekebun yang 2021 2022 2023 | Kementerian Pertanian Dess, Pembangunan
kelembagsan pekebun | barhadan hukum dalam Daerah Tertinggal
bentuk Koperasi, dan Transmégrasi
dan/atau Badan Usaha
Milik: Desa (BUMDES) i 4. Pemprov
26 provinsi penghasi| 5 Pemkabiiota
ketapa sawit 6 Peiaky Usaha
1. Kemenkop gan
UKM
Meningkatnya 2
kemampuan manajerial - -
Memperhuat |pengurus fembaga B e
. ! | i a3, an
12 i i pelsbitn ;e::;un na“:;r:‘a e 201 2022 2003 Kementeran Pertanian Trans embangan kelembagaan
provinsi penghasi Kelapa 4 Pemprov perkebunan
sawil secara berkala 5 Pemkab/Koia
g  Pelaku Usaha
1. Kemendag
Menyusun petunjuk teknis | Tersedianya petunjuk 2. Kemendagn
jual boli Tandan Buah teknis juai bell TES —
M2 |Sager (Tes) lelapa nawit [ketopa savi produk 2021 2022 023 Kementerian Pertanian 3 Pemprov
produksi pakebun pekeben 4 PemkabdKota
6. Pelaky Lsaha
Tersedianya laporan :jxmwmda"
rekomendasi hasil 3 oy
P dan evaluasi an;rS:nd::an
dan evaluasi i i usaha antara : *
Lt usaha antara perusahaan |perusahaan dan lembaga e it ok K fan Pertarian Trans
dan lembaga pekebun pekebun secars berkala 3 Pemprov
di 26 provinsi panghasil 4. Pemkab/¥ota
Hikipe oty 5 Pelaky Usaha
12. Program F di sentra p i helapa sawit
Wielakukan pemutakiiran sraﬁlanya data Terkin 1 Pemprov
Jumiah tenaga penyuluh | jumiah tenaga penyuluh -
121 jan bidang i bidang 2 2002 2023 rial 2 Pemkab/Kota
raiputi rieb, mialiputi ABN, 7. Pelakuy Usaha
21 T TTHRETTTYE FHTEEm
peiatinan untul pelatihan penyuluh 1. Kewmendogr
g bidang 2 Pemprov
122 peny i 26 provinsi 2021 2022 2023 1 . Funbahion
bidang perkebunan penghasil kelapa sawit
meliputi ASN swadaya | secara berkala 8. Pelaku Usaha |f
e peran serta 1. Pemprov
pemyuduh swadaya penyuluhan kepada - : ; =
123 | masyarakat dan pekebun kelapa sawit A 2022 e o0 2
perusahaan dalam oleh penyuluh swadaya 3 Pelaku Usaha
elakukan penguatan ! I nya yang 1 Pemprov
peran Batal memiliki —_— "
124 Pertanian (8FF) sebagal |datam ukung 2021 2022 2023 tanizn 2 F
salah satu pusat kegiatan | kegiatan penyulutan 3. Palaku Ussha
Program dalam Renstra OFD
WAKTU PELAKSANAAN Instansil Lembaga Instansil Lembaga Prov. Sumsel yang sesual
Ne Keglatan (RAN KSB) Keluaran (RAN KS8) ¢ fmaab Pendukung dengan program pada RAN
2021 | 2022 I 2023 KsB
| | 3 [
C 4 DA INGH AN
13. Program F Upaya K hayati dan lanskap perkebunan
_ erbitnya regulasi 1. Kementan
5 Tequiasl perli gan KEE dan 2 Kemen
Ekasistem Esensial (KEE)|" R ATRUEFHL
0S| SENS)
135 |dan pedoman teknis 2021 022 2023 n;"::";:?" Lingkungan 3 BRG
pemantauan pelaksanaan 4. Pemprov
Areal Bernilai Konservasi 5. PemkatyKota
VegaghABKT) 8 Pelaky Usaha
13.21. Tersedianya
taporan hasil pemantauan
dan evaluasi secara
dan evaluasi 0 1. Kementan
| ! 9 hayati Kementerian Lingkungan
13.2 keanskaragaman hayati |[gog provinsi penghasil 221 2022 2022 Midup dan Keh:l‘t’;naﬂ
df areal perkebunan kelapa sawit
secars berkelanjutan
T3.2.2 Tersedi inya data 2. Kemen
jumiah perceshaan yang ATRBPN
mngelola 3. Pemprov
keanekaragaman hayati
yang berada di dalam 4. PemiabiMota
Terselenggaranya
sosialisasi tentang KEE 1
dan kawasan lindung Kemantan
untuk pemerintah
EE 2. Keman
KEE dan kawasan Provinsi dan 1 ATRIBPN
133 |Bndung untuk 2021 2022 2023 . it Program pengelolaan
provinsi dan kabupatenfkota penghasil Hidup dan Kehutanan keznekaragaman hayati
kabupaten/kota kelapa sawst di 26 -
provinsi penghasil ketapa STpa
sawit
4. PemkabiHeota
5. Pelaku Usaha
ning| 3 JLaTT 1. Kementan
Meningkatkan jumiah Forum Kaiaborasi 5 Waman
Forum Kolaborast yang | pengelota KEE dan ATRIBPN
ji dalam hayati K R
ementarian Lingkungan
134 |pengelolaan KEE dan  |di tingkat provinsi dan 2021 2022 2023 Hldupdar:'n 3 BRG
hayati panghasil 4, Pemprov
@i tingkst provinsi dan kelapa sawi yang 5. Pemkab/Kota
| kabupaten/kots mermiliki paran secara
efekti dari 48 menjadi 83 5. Pielakit i
7. Remonian
Meningkatkan peran serta 2 Kemen
pelaku usaha perkebunan :ﬁ'ﬁﬂw ug:::n | ATRIEPN
135 mapg_smé:mmm Rtk kalana s 2021 2022 2023 Hidup dan Kahutanan 3 Pamprov
Sungal (OAS) dalam rehabiasi DAS 4 Pamkab/¥ots
5. Pelaky Usaha
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= 13.6.1. Tersedianya 1. Kementan
rencana dan
| 3 z 2. Kemen
| Rencana dar! implementasi ATRIBPN
dan
136 |perindungan dan pengelolsan restorasi 2021 2022 2023 Hm'du niterian Lingkungan 3 BRG
pengelolaan restorasi | 13.6.2 Tersedianya g dan T
gambut oleh perusahaan |rencana dan
dan pekebun implementas: 5 Pemkab/Kota
| perfindungan dan 6, Pelaky Usaba
14, Program F Kebak Kebun dan Lahan
1. Hemen LHK
Tersedianya sarana
Memberikan dubungan | Prasarana untuk Pekebun 2 Kemmodagy
sarana prasarana unfuk | yang menerapkan PLTE 3. Badan Nasional
pekabun dalam i proving: dan P I
141 pan | ’ 021 nz 2023 Pertanian IB 3
lahan Tanpa Bakar kelapa sawit yang rawan 4 BRG
{PLTB) kebakaran secara . Panace
6. Pemkab/Mota
7. Pelaku Usaha
Ti taporan 1. Kemen LHK
dan evaluasi pelaksansan | pemantauan dan evatuasi 2 BNPB
kewajiban setiap pelaksanaan kewajiban
142 |p F setiap p 2021 2022 2023 Kementerian Pertanian 3. BRG
untuk pengendalan perkebunan untuk 4. Pemprov
Webakaran tahan dan | pengendalian kebakaran 5' o
Rebun lahan dan kebun P‘elaku i
1431 Terbentuknya
" KTPA df sekitar 1 ¥amon LHKC
rieh kelapa sawd Kemendes
Kelompok Tani Peduli Api gDT}I’
(KTPA} yang terletak T
143 M3 Tortakemnmys 2021 o T 5 ) 3, BNPB
Kelupa sawk unbik perkebunan kelapa sawi B e Program pens sarana
mencegah kabakaran dengan KTPA yang 5. Pamprov dan prassrana perkebunan
lahan dan kebun terletak disekitar ) [ 6 Pemwabioia |
Do ranneiape sawil 7 Preiak Usahs
1. Kemen LHK
2 BNPE
Terlaksananya
h juti hasil jut hasil hasil 3. Badan Metearologi,
titik api titik api . K i dan i
144 i 2021 2022 2023 Py
{hotzpot]
fahan dan kebun kshan dan kebun secara 4. Lembaga
berkala Penerbangan dan
Antariksa Nasional
5. Pemprov
B Pemkab/Kota
Petaku Usaha
1. Kemen LHK
2. Kemendes
POTT
Menyusun Peraturan Terbitnya peraturan - 3 Hementan
145 it KTPA it TRA 2021 2022 2023 | Kementarian Pertanian
4. Pemprov
5. Pemkab/Mota
& Pelaku Usaha
15. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan
FarvEn T 1. Kementan ]
dar 5 g 2 BRG
151 P " _dE" P . daﬂ 200 2022 2023 Hidug dan 3. Pemprov
Karbon dan emisi GRK di | karbon dan emisi GRK di |4 Poniifen |
kelapa sawit | perkebunan kelapa sawit 5 Pelaku Usaha
1. Kementan
Penyusunan Pedoman | Tersedianya padoman 2 BRG
teknis mifigasi emisi GRK | taknis mitigasi emisi GRI k fan Li
182 | iy setor perkebunan | di sub sektor perkebunan o w22 0% Hidup dan Keh 3. Pemprov
Kelapa sawit kelapa sawit 4. Pemkabiots
5 Pelaku Usaha
X . - i laporan 1. Kemen LHK
simpanan karbon dan r::mam:;:t'::‘ : 2 BRG
163 emisi GRK pada 2 ATt 2021 20202 2023 Hementerian Pertanian 3. Pemprov
i “ PenUTLnan amisi pada
D.rlod'k BOCaA secara 4. Pemkab/Mots
L perindik 5 Polshu Usaha | Program penurunan emisi Gas
Rumah Kaea (GRK) pada
" Ti datab. 1. HemenltK sextor lahan
; A nilal simpanan karbon dan 2 _BRG
iy |Masanal teckal pial emisi GRK. yang 2021 2022 202 Kementerian Pertanian 3 Pemprov
| simpanan karbon dan "
., |dihasilkan oleh sector 4. Pemkab/Kots
emisi GRK kelapa sawit | perkebunan ketapa sawt o L
R 5 Pelaku Usaha
M ENCA kg 1 Kemen LHE
m;'r;):::!;r:mun: :rr;n Tersedianya rencana aksi 2 BRG
155 | GRK secara terintegrasi gﬂ"’ﬂ“' R it 2021 2022 2023 Kementsrian Pertanian 3 Pemprov
ok perksbunan kelaps dari perkabunan sawit 4 Pemkab/Mota
5 Pelaku Usahs
1. Hemen LHK
Palﬂ:a;ainaan aksi o | aworan poters 2 BRG
156 melmén:pgmumn ermisi | PENETUNED emisi GRE di 2021 2022 2023 Kementerian Pertanian 3. Pemprov
GRK di s perkebunan kelaps sawit 4 PemkabiKota
5 Pelaku Usaha
16. Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi (measuremant, reportin, and verification IMRV) potensi emisi GRK kelapa sawit
18.1.1. Tersedianya 1. Kementan
laporan hasil MRV potensi
Melakukan MRV potensi | penurunan emisi GRK di L Li i
18.1 penurunan emisi GRK di [TE T2 2021 2022 2023 Hidup dan 3 Pemprov
parkobunan kelapa sawit | Terverfikssinga 4 PemkabKota
penurunan emisi Program
iparkeburan kelapa sawit 5 Pelaku Usaha Evaluasi dan Pelapporan
1 Kementan {PEP) Pembangunan Rendah
L Tersedi SOM yang T ERG Karbon (PPRK)
Sumber Daya Manusia memiliki kempetansi 2024 2022 2023 L Petorav
182 | (SoM) dalam P Hidup dan 3 i
emis: GRI emisi GRIK 4 Pemkabfota
5 Peiaku Usaha
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17. Peninghatan pemanfaatan lahan krilis sebagal upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit

1
wontifiasi |T data lahan ; Svden Liwe
tahan kaitis maupun status mr:?" i o Agrarta dan | Reftendn
171 kepemiikan di dalam dan | Juar kawasan 2021 2022 2023 Tata % (e
atau di har kawasan hutan yang diperbaharui Pertanahan Masional 4. Pemprov
hutan secara berkala 5 Pemkabfota
= - T ]
8. Pelaku Usaha
7 -
‘T:;:mrenan Agraria dan 1 Kemen LHK
Menyusun reguiasi dan | Tersusunnya regulasi dan [PuongBadan Reendian | i
petunjuk teknis ferkai petunjuk teknis terkait
we [P : S kg 2021 2022 2023 3. BRG
lahan kritis lahan ks 4 Pemprov
5. PemkabMota
B Pelaky Usaha
T‘:ia‘ WR: 1an Agraria dan % Program peningkatan
ang/Badan Kemen LHK pemanfaatan tahan kitis (dan
Pertanahan Nasional terlantar} sebagal upaya
Meambangun date dasar Temsedinnya data dasar ) ey panurunan emvel GRY, dalam
dan |ahan dan lahan kelaps sawit
173 |irtis o perkobunan Kritis dissktar perkebunan 2021 a0 2023 3 BRG .
Kelapa sawit kelapa sawit 4. BIG
A Pemprov
B Paemkab/Kota
7. Pelaku Usaha
Kementerian Agraria dan
Tata RuangBadan 1. Kemen LHK
i Pertanahan Nasional
Melakukan kejisn sosial, | |9736dianya kajian
ekonomi dan ekologi mﬂ’g* ekonomi 2. Kementan
174 serta kesesuaian lahan ; 2 - 2021 2022 2023
Keie kil rancana kesesuaian ishan kitis 3 8Re
untuk rencana 4 BIG
F 5. Pemproy
8 Pemhab/Kota
7. Pelaky Usaha
18. Pemanfastan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilal ekonomi
Tersedianya hasil kejian
e Kean dan berbagal 1, Kemenko
studj k tentang tentang tata
pemanfaatan limbah cara pemanfaatan limbah . 2 Kementrian Energi
181 | adat dan Fmbah cair | untuk berbagai 2021 2022 2023 Kementerian Pertenian | 32 Sumber Days Mneral
kelapa sawit untuk kepentingan
berbagal kepentingan B Renp LS
4, BPDPKS .
gembangkan o | Ters: e Frogram limbah
business fo business business fo business 1. Kemen ESDM helapa sawit
dalam pemanfaatan dalam pemandaatan
18.2 . i
batang kelapa sawit batang kelspa sawe e 2022 s il 2 Kemen LHK
sebagai bahan baku sebagai bahan baku 3. BPOPKS
berbagai industr, nira berbagai industri, den nira 4. Pelaku Usaha
Weningkatnya jumian 1. Kemen ESDM
Integrasi yang
83 |p kelapa sawit | mengintegrasi 2021 2022 2023 Kementerian Pertanian % Hmperli
dan peternakan | perkabunan kelapa sawit 3. BPDPKS
dan peternakan 4 Pelaku Usaha
18. Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi
1811, Tersedianya R
laporan hasit Pamantauan 2021 2022 2023 ; :mamt:m
Melakukan Pemantayan |40 Evaluasi_ il
dan Evaluasi R - n 3. Kemen BUMN
jumlan kerjasama Program pemanfaatan produk
19.1 m"“;"mfa:t“"p‘;m M |oerosehasn kelaga sawit Kementerian Energl dan 4. Pemprov Yoiape vl
at (POME) dengan Pevusahasn Sumber Daya Minecal 5.  Pemhabko sawit urmier
sebagal energy S 021 2022 2023 enargi
rabariind Listrik Negara dalam B, Pelaku ussha
pemantaatan POME
sebagal energi terbanskan
WAKTU PELAKSANAAN el
Mo atan (RAN KSB) Keluaran (RAN KSB) .!nsmslr Lembaga Instansil Lembaga Prov. Sumsel yang sesual
ggung Jawab Pendukung dengan program pada RAN
2021 | 2022 | 2023 KSB
1 2 3 | | 5 & T
dalam kebun kelaps sawit b bagi
1, Kemen
Tersedianya rekomendasi ATRIEPN
Melakukan review perbaikan atau 2. Kemen LHK
ferhadap reguiasi fasiditasi | peyempurnaan reguias 3
L | pembangunan kebun fasilitasi pembangunan 20 20 2023 Pem
kelapa sawit masyarakat |kebun kelapa sawit 4 g
masyarakat 5 PemkabMota
Program pangebolasn zin
B Pelaky Usaha
T Form lokasi dan HGU untuk kebun
1 patnys umpan balik TR - kelapa sawit
publik mengenai dari para pemangku alioia
Mgenai 2. Keman LHiK
202  |tentang fasilitas: rancangan peraturan 2021 2022 2023 Kementerian Pertanian 3 Kemendagri
pembangunan ksbun tentang fasiliasi 4. Pemprov
kelapa 5 arskat pembangunan kebun
kelapa sawit masyarakat 5. PemkabMota
oleh perusahaan cleh perusahaan
6. Pelaku Usaha
21. Program Lahan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain
Tir mediast 21.1.1. Terbentuknya Tim 1. K
penanganan sengketa mmk:mp;ﬂ':;gmn
lahan dan melakukan penceg bunian sawit di Kementerian Agraria dan 2. Kemen LHK
peflatihan madiasi datam
211 T i Tm 2021 2022 2023 Tala Ruang/ Badan
pananganan sengketa | 21,12 Tersedianya Pertanahan Nasional 3. Kemendagn
lahan perkebunan sawit di | &3as! yang mermiliki
kawssan area kamampuan datarm 4. Pemprov
keta
tain Faban S0 5 PemkabiKota
> haidl 1. Kementen Program percepatan rezlisasi
Melakukan penanganan I i :i SEH Keta Kementerian Agrasia dan 2 Kemen LHK Imwajiban_ pe_msanaan dalam
212 |sengkats lahan metalui :’:m"ga e olapa 2021 2022 2023 Tata Ruang/ Badan 3 Wemiraag g
mediasi Pertanahan Nasional hebun kalapa sawit
sawit 4. Pemprav b bagi ¥
5. Pamkab/ota
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2131 Tersedianya
hasd evaluasi dan 2021 2022 2023 ! Mementan
Melakukan evaluasi rekomendasi penanganan N 2. Kemen LHK
273 ¥ Tata Ruang/ Badan 3. Kemendagri
pananganan sengkets 2132 Berkurangnys Pertanahan Masional 4, Pemprov
lahan sengketa tahan di wilayah 2021 2022 2023
perkebunan kelapa sawit 5 Pemkabiiota
22. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kefapa sawit yang terindikas| dalam kawasan hutan
m«;li::lkan status N Ti aranya stetus 1. Kementan
524 ey : " p:‘:mma usaha parkebunan kelapa 2021 ag22 o023 Fementanian Lingkungan 2 Keman LHK
) tenn%lka.'si dang sawit yang terindikasi Hicdup dan Kehutanan 3 Pemprov
kawasan hutan betirn knjpaser e 4. Pemkabiot
Ty i T 1 Kementan
f kabun ket kebun
L ' L 2 Kemen LHK
222 ketapa sawit kelapa sawit 2021 2022 1003 o
i datam izin p i datam izin Hiip.A6h Kefimnan 3 Pempro
hutan tanaman hutan tanaman 4. Pamkab/Kota
32 2231, 1. Kementan
Tersedianya data lahan K
perkebunan kelapa sawit L Bepenl]
N 3. Femprov ng'am
Metaksanakan pendataan | indilatif dan 4. Pemkab/iots | sengksta kebun kelapa sawit
Iahan perkeb kelapa pemasalahan lahan P pac: e
23 |sawit masyarakst yang | 22.3.4. Tersedianyan 202 202 2029 fidup dan Kehutanan
Terindikasi dalam database dan hasil ¥
kawasan hutan verifikiasi data kebun
kelapa sawit masyarakat
yang terindikasi didalam
kawssan hutan
Melakukan fasilitas) Terbitnya (zin perhitanan 1. Kementan
L gt saskal, zin 2. Kemen
b
24 ﬂ perhutanan so:;;n hutan tanaman atau B021 2072 2023 :?dmu;r;::an Lingkungan ATRIBPN
tanaman atau porubahan | kawasan hutan yang A Pemprov
peruntukan kawasan keberadaannya sebelurm 4. PembablK,
23, Program Legalitas lahan hasil ! status yang dalam hutan dan penyelesai g Iahan
VETTITIYa SertmRal AT 3
iahan dalam rangka | legalisa lahan datam Kammitia
reforma agraria sebagal | rangka reforma agraria Kementerian Agraria dan 2 KemenLHK
231 |tindak lanjut penyelesaian | sebagai tindak lznjut 2021 2022 2023 Tata Ruang' Badan 3 Kemendagri
stalus perkebunan yang | panyelessian  status Pertanahan Nasional A Pemprov
terindikasi dalam perkebunan yang
kawasan hutan Terindikasi datam §  PemkabfKota P hutan
Metakikan legalisasi Terbitnya sertifikat hasil 1. Hemantan i,
fahan dalam rangka | legalisasi tahan datam K . 2. HemenLHK
reforma agraria tindak rangka reforma agrana e e
2 i : ; 2021 2022 2023 Tata Ruang/ Badan 3 Kemendagn
lanjut penyelesizn tindak lanjut penyelesian Pertarahan Nasional ——
| sengketa lahan | sengketa lahan 4 Pemprov
| erkebunan keiapa sawit | perkebunan kelapa sawit 5. Pemkabifota
24. Program Penyclesalan status lahan usaha p yang di ek gambut
Menats lshan usaha Diterapkannya usaha 1. Kementan
perkebunan dengan perkebunan yang dear L 7 Kemendagn
241 sistem tata kelola (lata and ciean” dengan sistern 2021 2002 2023 Hidug dan Keh n
hidrologi) ekosistem tata ketola (tata hidrologi) utanal 3 Pemprov
gambut ekosistem gambut 4. PemkabiKota
24.2 1. Tessadianya data 1 Kementan
kebun kelapa sswd 2021 2022 s 2 Kemendagr
masyarakat yang 9
ooy 2021 2022 2023 3__Femprav
indikatif kebun kelapa Program esaian statu
4 Pemkab/tota R Setm
sawl masyarakat yang . tahiry, s yang
" erai Rk iopad o terindikasi di ekosistem gambut
Fubui hetipia st penyeiesaian hasil Kementerian Lingkungan
242 | masyarakat yang identifikasi kebun kelapa Hidup dan Kehutanan
di sawil yang
gambut terindikasi di ekosistem 2024 2022 2023
gambut
rarey a TR T S o e reay T ST e T
alam a2 nan kelapa s
Melakukan review BrsusLnNya 1. Kementan
terhadap regulasi rekpmendasi usufan A | Kementarian
251 1 = j 3 dongen 202 2023 2023 = 2 Pemprov
dengan isu-isu isu-iau & } 8. Pemkab/ota
T TEMEEEnaEranyS
Moringhatkan kusltss, | . ilar can petatian ; Kamwten
; kader norma Kementarian . Pamprov
252 ketenagakerjsan dan ahll 201 2022 2023 | voates Z
K3 pada perkebunan | Hetenagakeriaan “: ahli nagakerjaan 3 Femkabiota
kelapa sawit Sdialisasi 4 Pelaku usaha
A dan i regulasi 1. Kementan
dan diseminisasi regulasi | wepada perusabesn dan 2 Badan Program pengakuan
kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit kesbarad;
pokebun kelapa sawit meliputi penyampatan dan| Kementerian Jaminan Sosial (MHA) kearifan lokal, dan hak
253 mediputi p dan 2021 2022 2023 x Kalenagaker MHA
penanganan parmasalahan, K3, sarta 3 P o
permasalshan, K3, serta faminan sosial 5 Emp
jaminan sosial ketenagakerjaan secara 4. Pemkabfots
ketenagakerjaan 5. Palaku usaha
Pan, s pelaksanaan 1 Kementan
pelaksanaan requissl  |FEERCREL OSSR 7 BPE
254 | TSP K3 danjaminan | ol 2021 2022 2023 Kemantedan 3. Pemprov
sosial ketenagakerjaan ketenagakerjaan untuk
untuk usaha perkebunan usaha perkebunan kelapa 4 Pemkabiota
kelapa sawit sawit pada 28 provinsi 5. Pelaku usaha
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WAKTU PELAKSANAAN Program dalam Rersim OPD Prov.
Ne Kogiatan (RAN KSB) Keluaran (RAN K88) el Lewinge {rwtaried tamisnga Sumsel yang sesus dengan program
ogung Jawab Pandulung
| 2023 pada RAN KSB
| 5 7
1. Kemendag
g 2 Badan Sandarisasi
M pela jlen, cialey nasional
261 | homuniknss di tingiat nasional. i tingkat nasianal, 2021 2022 Kementenan Pesianian P,
4. Pamkabiota
10. Pelay Usata Progrem p e dar
|25 1 Wesingezinya junian 1 Pem
fara ik yang memaami 221 b 023 2 Pemkaniiat .
Menngkafan kel (5557 Warigiainga Jomiah 3 Pollu Ussha
832 i dan peksbur yang K ian Partanian
Iskd mandapatian serificat 1570 2021 2022 2023
27. Program Percepatan Pelak Sertifikasi ISPO untuk dan peabun
Metal ing Waria Jumiah pelabun 1, Pemprov
ar penyubshen bagi pekebun uniuk | yang memenuni sysmt urtuk 2021 2022 2023 | Kemenlertan Pertanian 2. PemkabiKola
L rhed PO 11, Pelaky Usata
2721 Meningkatrya jumish
kapasitas PUP dan dana di
daerah untuk keglatan 200 02 2023 1. Pemprov
pelaksanaan penilaian usafa
amiah dan
kapastas Petigas Penlalan 12752 Maningkatrys juriat
Usaha Perkebunan (PUF) den | kebun yang sudah
272 |dana Pemerntsh Doerah unhdk | mandapatian perstaian katss Lo ez s Kementerian Perlarian 2 PemkabiKota
{oses peniaian kebun sebagsl | kebun
sertiliat ISP Pograr el _—
FSPO riluk permengiu kepentingan
3. Pefaky Ussha g
TRETyUEIN Panduan ErEUGANNYG Fandlan 1. Pemprov
anz Kamiraan antars Perusahaan | kernirasn antam Perusahasn 2021 Keomanieran Pertanin
dan pekebun untuk emperolah | dan pekebun unlik 2 PemiabiVota
) 1 BFDPKS
Menyek skafihan i Jumiah pedigas o BT
274 NEPO untuk petugas di provinel | pendamping unbuk sertibasi 2021 2022 2023 Memanterian Peranian
dan kabupatentniz 1SPO 3, Pemkab/Kota
4. Pelsku Usaha
1. Keman LHK
Marmentuk kelompok kerja Tefberiukrya kelompok kera ) e
275 sebagal wadah informesi dan sebagai wadah infoemasi dan 2021 Kemestenian Pertanian
kongudtasi ISPO Konsultasi 1SFO y i
4. BPDPKS
28, Program Bg: dipl i, promosi dan advakasi ) J 12PD oleh pasar i
Tersedianya sirategi 1. Kemendag
! Dipolrnasi menu 2 Kemantan
Menyusun Stategi diplomasi kehertgrimaan ISPO di tngkat 3. Kemen LHK
281 meni keberterimazn ISPO di - | infemasianal Luar Megesi
tingkat interriasianai 4. BSN
5. BPOPKS
6. Peiak Usaha
1. Kemendag
i ‘2. Kementan
Malakukan Koordinasi
diplomasi menuu Tty i : 3. Kemen LHK
28.2 : diplornasi manuju eberterimaan 2021 2022 2023 Hemanterian Luar Nageri
keberarimaan ISPO di Bnghat i . : 4 BSN
: BP0 di Bngieat intermaskoral
Internasional 5 BPOPKS
6 Pelaku Usaha
1. Kemen Luar Negeri
£ F 2 Kemantan
Serategi promos: o
Mesyusun Stratagi ummx::::":ﬂ M;B.P' 3 Nemen LHK Program pendampingan bartedap
283 |advokasi menuju keberterimian SRCk 2021 2022 2023 F = 18P0
ISPO di fingkat inteermsional |, 4 g BSN
tachasimed 5 BPOPRS
6. Polsi isshs
1. Kemeniu
2. Kementan
Mearryelenggarakan promas| 1
Sl NS TS, e day 3 Kemen LHK
284 i e advokasi mam kebenerinan 2021 2022 2023 ian P
kebererimaan BP0 di fingkat 1SPO di bnghat ) 4. BSN
intermasional 5. BPDPKS
6 Pelak usaha
1. Kemendag
Welakukan Kerzsama dengan 3&51' Terntjudna Karjassira 2 Kementan
285 | negara-negens konsumen bm'?":;:"" ) 2021 2022 2023 Kemanterian Luar Negeri 3 ASN
metali berbagai program ks Do 4. BPDPKS
5. Palakis Usaha
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Indlikator Ketuaran Walttu Pelaksanaan OPD/Mitra Kesja
No. Kegiatan (Renstra. Sah Keglatan
Ie=rtm0pD) {sesuaikan denganrenstra) W | wsm | wn Pendubung Pembiaysan
1 2 3 4 5 3 7 8
. T e
1. Progr Statistik Sektaral Kelapa Sawit)
11 Panyusunan Data Statisek komaditi BPSKab/ Kota APED; APEN
Perkebunan perkebunan yang diperbarui secara
berkala
Merara di lahan data tark: APBM
lahan
Pendataan komgpitasl harga Tersedianya data harga TAS Penszhaan APBL: APBN
TBS
12 Implementasi Sistam informasi | Pengeiolaan Data dalam Sistem Jurmiah Data dalam Sistem Informasi Pemerintah Desa APBD; APBN
Dacrah di Bidang | informasi Daerah di i Daerah di Ridang
Daeral BidangF Daarah b Dasrah yang Dikelols
i Program penyadisen data dan | DESA CANTIE [Desa G } at = —
pelayanan informasi statistic
Sen; Jumiah rurnah tangga pertanian, BPSKab/Kota; Swasta | APBN
Survey areal hasil EPS Kab/ Kota: Dinas | ApBN
Parkebunan; GAPK
Pendatasn dengan [ lumlah g sensLs Swasta; GAPKY; BPS AFBN
fikasi Seddap {Sedia pada apli Kab/Kota
perusahaan perkebunan)
Updating direktarl perusahaan Jumish perusabaan partanian BP5Kab/ Kota APBN
| pertanian
14 Peshah i i Jumlzh pabirik pengolahan |PES) yang Perusahaan APBD; APEN
[koordinat) pabrik pengofahan | memiliki data titik kaordinat
PKS
2. Program Pemyclengy; I Tematik (1GT) sawit
21 i ilasi o Diras Parkebunan ATH BPN; Dinas APBL; APBN
Perkebunan dengan Metode GIS | tutupan kebin sawit dari borbagat Kehutanan; Bappeda
sektor terkait perkebunan kelapa
sawit
Melakukan pelatihan pemetaan Tersedianya fasilitator dakam pemetaan Dirsas Perkabunan Peruszhaan APBL; APBN
| perangkat daerah terkait, perusahan
dian masyarakat di okasi
perkebunan
Pelatinen digitasi pemetasn | tersedianya SOM pemetaan komodith Dinas Perkebunan ATR-BPN; GAPKE D50 | APRD; APBN
komaditi
Eventarisasi data WP i TP i Diinas Perkebinan Dinas Perkebunan APBLY APBN
Kaby/Kata
Pasnetaan kawasan park ! Dinas Perkebunan Lapan BFRLE APBN
kelapa sawit kelapa sawit
22 | Maonitoring dasn evaluasi HGL Tersediznya data jumiah dan luasan HGU ATREPN; Diiras L APBL: APEN
vang ada hidup dan Pestanahan
23 Pengadaan software untuk ik i Bappeda Lapan; 8G APBD; APEN
menduking fringan informasi informasi gesspasial daerah di bidang
|geaspasiat daerah infrastruktar
P ; s > &
EXY penunjang [ i dan d penunjang BFS: GAPKI, APBD; APEN
P h Baerah & e bagi | adminiatrasi perk | APKASINDO
pekebin dan para pemangky
kepentingan lainmys
= ey g BPS; GAPKI, APBD; APBN
dan kehijakan sesial strategi kebijakan sesual strategi ikcasi AFRASINDD
komunikasi dan rencana sosialisasi - |rencana sasislisasi
" ya data Kuo ATR BPY; Dinas APBD; APEN
PSR Kehutanan; BPDPHS
P & [ sawit
41 | Harmonisasi kebijakan | Sinkraaisasi kebajakan usaha Tersedianya kebijakan yang sudah GAPKI; APKASINDCY, | APBD; APBN
kelapa sawit yarg sinkronisasi ARSI C50; ASPERPIR
dilakukan secara berkala
42 i i d informasi padaj informasi yang si GAPK; APKASINDD; | APRD; APEN
masing-masing OPD untuk masing-masing lembaga MUAKSI; C50; ASPEKPIR
5 Proy Temn Pedaks: Daerzh dals 41
51 P § ji k tim pelaksana daerah | Terbentulmya forem maftipihak ketapa sawit Lintas OPD, swasta, [ APBD; APBN
\srieszn Pemerintah Dasrah datam bentuk farum multi pihak berkatanjutan mitra pemibangungan
kelapa sawit berkefanjutan di dan masyarakat
tirgkat kabuspton/kota penghasit
| kelapa sawit
&P r T
6.1 produksi Jatan usaha tani Panjang jalan produkst Tirvas BPDPKS APBD; APEN; BPDPKS
perkebunan da produ Partanian
Terbentuknys jzlan produisi dalam | Panjang jalen produs) Swasta |perusahain) Dings Perkebunan; (CSR; APBD; APBN
wilayah kensesi porikebunan Dinas Perkebunan
Kab/Kata
7 P 3 P S—mp—— ap berk
1 Kemits Usaha kelompok kerja anrer Humiah koperasi/keloenpok tani yang Dinas Perkeounan DPUBMTR; BPOPKS APBDY, APEN
| Perketunan; Keglatan PSR | mstansi di dal ! kan kemitra
hukwirm datam kogiztan PSR
 Memniberikan bantuan reskanting Jurrlah kelompol tank/ petani yang BPDPKS Dinas Perkebunan APBIDY; APBN
d, bantuan Hab/¥ata
eas Jumiah yang terlsksana s AFBL, APEN
mitra/perusahaan kelapa sawit Kab/Keota
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‘Waktu Pelaksansan

penyahiran dena PSH kepada
pekabin

Eaby/Kata

No. Kepiatan [Rensirs OPD) Sulb Kegistan Indlikator Keluaran (sesunikan dengen W21 022 2023 OFD Pelaksana OPD/Mitra Kerja Pambeayaan
renitra) Fandiskung
1 3 E] 4 5 3 T &
B Kapasitas dan Eapabifitas Pokeben I [
& Program kipasitas dan kap P dalam mengelola sarana produksl
81 | Penvediasn dan pengembangan | Pengawasan Misty, Penyediaen dan | Taraksanenys pangmwnsen M, Dings Perkabunan; GFTD UPTD Bondh; Asesinsi | Swarts
per Peredaran Sarama Produksi [ Penvediaan dan Peredaran Beniby/bib Proteks: Taneman Peckebunan; | pensnghar benih; PES
perketunan Dinas Ferindustrian | isampasena, Pis
Medan, dsb)
Sosiabsas program kemitraan Terlnksarsmys soualisas yeng diakikan Diras Perkeb: Swasta
antara; dalarn program kemitrsan benih; PREPTL
2. produsen benih yang memiliki Sampoarng Agre;
leehun sumber benit Wilmar
b peadusen bealh yang
membesarkan bensh
= BUMN perkebunan
sosanhinasi yang dilabukan Dénas. har Swasia
hemitraan antara: dalam grogram kemitraan trenity; PRRFTY
a. produsen benih yang memiliky
kebun sumber benih
. produsan benih yang
membesarksn benib
€. BUMN porkebunen
Sartifikat | humiah Benih yang tersertifkas Dins Parknbunan; UPTD BPSETT | BPOFES BPOPKS; CER
Benih ntuk memfasilitas {Balai Pengawssan Sertifias
peringkatan kometmen prodisen Benih Tanaman Ferkebunan)
banéh yang membesarkan bend siap
[sabur urstuk menjual banity
bersertifikat
82 i [Jurnlah petand yang terlatih membant/ Kementar; Dinas Perkebunan | Dinas Perkebunan APED; APEN
STD8 ik mempraduksi pupuk arganik Kabyfkota; Panyuluh
(Surat Tands Daftar Budidaya) Perkaburgn
petani dan Dinas Perketunan Dwnas Pevkebunan APBD; APBY
argantk mprggunakan pupek organi Kabikata
83 tentang g Data jumilah pekebun yang monsrima Dinas Ferkebunan; UFTD APBD; APEN
tenin benin lisssi Prataks: Tanaman Perkeburan
B Melakian pelatihan untuk Melakukan pelatiban untok Data jumlah pekebin yang menenma Denas Perkebunan Dinas Porkebunen Swasta
magyarakot yang ingin memalal | masyarakat vang ingin memulal pesatihan Kab¥ota
produksi henih praduksi benih
55 Himbingan teknis mengensi Hienbingsn teknis mengenai bendh, | Sita jumiah pekebun yang menerime Dinas Perkebunan; Perusahaan APBI; APIN
bonih, pupuk, dan pestisids pupisk, den pestisida binbingan teknis Praduzen Benik. Pupuk, dan
Pastisida
3. Program Peninghatan kapasitas dan kapabilita pekebun dalam minicapkan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan
91 Patatihan S0M sortifsi [ Jumiah S0M Perkobunan yang teriatit Dinas Perkebunan BFOPES BIDFKS
perkebunas |kompetens di bidarg perkotunge
kelaps swei metslui pelatihan
poninglatan SOM perkebunan
Petstihan GAF Dines Perioebunan C50; pergurusn tinggl | APBE: APEN; C3H
Pelatihan kewirsusahaan Denas Koperasi dan LKM C5O; perguruan tingg
Falatibian pembeninan untuk perant Dinas Perkebunan; Dajenbun; | Swasts
rakyat BFDBES;
Pemantauan dan evaluas Tersedianys SO yang memonitoring dan Diras Parkebunan; Dinas Dinas Perkebunan APBE; AFBN
pelaksanaan dan hasd pelatihan evaluasi hasil pelatihan Parindustrian Eaby'Kata
alatian UPL Dinas Lingkungan Hidup dan =] APSD; APIN
Pertanahan; Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Falatilen Pengolzhan produk kelapa Dinas Perkebunan; Dinas DPMD; Swasta; C50; | APBD; APEN; CS8; Dana
sawit {sulsh satunya TRS) Perindustrian BUMDes sz
| Pengoizhan limbah wawit (menjadi Dinas ESDM; Denas. Swasta; C50; APBD; APEN; CSR
kore, lempu, bioonerg, dil) Pesindustrian; BUMD Pergurisan tinggl
Dinas Perindustrian inas Perksbunan; APBE: APEN; CER; Dna
Dwnas Femberdayaan | Desa
| Masyaratat dan Dosa
Swasta; BUMDes;
Tani
Bantuan peralatan pengolahan Dinias Perkebunan; Dinas Swaste; LSO APBD; APBN; CSR
mroduk dan kmbah katapa sawit Pemndustrian
Tameran dan expa praduk dan Dinss Perdagangan Swastz; 050 APBD; APEN; CSR
fmbiah sawit olahan masyarakat
9z Pyl dan | Madak y: dan umlah Eelompok Petand yang Mendapat Dinas Perkefunan C50; parguruan tingg: | APUD, APBN, CSH
Pamberdeynan Fetand terkait  |Pemberdayaan Patani terkait Panpuluhan dan Pembardaysan
GAR pelutifan GAP baik aleh
pEmErintah, mapEn kemitraan
para pilak secara perindik
Menyusun pedoman teknis Tersadianya pedaman teknis pomantausn Dinas Porkebunan Swasta; (SO APED; APBN; (SR
pemantauan dan evahuasi dan penerapen hasil pelatihan GAP
hasil paisthan GAP
10. Program Peninghatan Produhsi dan Produktivitss Perkebunan
0.1 jazn dan P sasiaiisnsi skams Luas lahan kelsps sawit rakyat yang Dinas Parkebunsn Bank; Lembaga keuangan
Tanaman Rakyat i Kaby/kota
Iembaga keuangan lainnys
P ram——
Meningkatkan komampuzn peksbun Dinas Porkebunan BPOPKS
dalam memenubi parsyaratan untuk Kab/Kota
| mendapatian rekamendas tekmis
peremajazn kelaps sawil rakyat
Menngiatian kelancaran dalem Dunas Perkebunan BROPKS
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w02 dan 1 | Jurmdah petigas, potani dan perusahaan Dinas Parkabunan TerorKs
Py Sawit rakyat dalam pasents jaan kel; yang LY Dinas
pembiayzan kebun mitra terbina Koperasi dan UKM;
BPOPKS:; Difjentun;
Asosiask; Kemenkau;
Swasta
11 Prog b
IL1 Soslalisas, Moal d ! lumlah i an Dinas Perkebunan APBD; APBN
Pembantukan, dan lian dan hanga Tandan b Dinas
Pengembangan Kelembagsan Buinh Segar | TBS) kelapa sawit e LKA
Perkebunan perkebunan KUD; asosiasi;
Perdagangan
Pemantauan harga {terutama PO oi rk AFBL; APEN
KabyKota; Dinas
Koperasi dan LIKM;
KULy; asoslash;
umiversitas; Dinas
Perdagangan
Oiparasi pasar Démas Perbebunan APBD; APBN
Kab/Kota; Dinas
Kopesai dan UstW;
HUD; asosiasl;
unlveraitas; Dinas
Pordagangan
Stabilisasi harga Dinas Parkebunan APBD: APEN
Kah/Kota; Dinas
Koperasi dan UM,
KUID; asosiasl;
universitas; Dinas
Perdagangan
112 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah perusahaan/ kebun yang terbina dan Dinas Perkobunan APBD; APBN
Bemitraan Usaha Perkebunan tarawasi KL
Perusahaan
12. Program Penyulubian partanian
121 onerapan jumiah tonaga fumiah it Dinas Perksbunan
Penyuluban Partanian penyuluh pertanian bidang | pertanian bidang perkebunan Kaby/Kota; BKD;
perkrbunan meliputi Aparstur Sipl Universitas
Nagara (ASN), swadaya masyacakar,
dan perusahaan seeara borkala
fatihan untik e pefatiban [Dinas Peskebunan APED; APEN
meningkatkan kompeteansi penyulub | Kaby/Kota; BED;
pertanian bidang perkebunan Universitas
mueiputi ASN, swadaya masyarakat,
dan parusahaan
123 g da peanyuluh [ Jumlah Tenaga Pendamping Peningkatan APBED; APEN
Pemberdayaan Petan swadaya masyarakat dan Prodisksi Perkabunan yang Tersedia Kab/Wota; BKD;
perusshaan dalam penyuluhan bagh Unbversitas
pekebun kelapa sawit
Pemibinaan dan pengawalan Jumlah penyuluh yang mengawal APED; APBN
1 ketapa sawit oleh | peremajzann kelapa | Fearty/ Kot BRI
pemyulul Universitas
Waktu Pelaksanaan
N Keglatan {Renstra OPD) Sub Kegiatan Indikator Keluaran 2021 ] 2022 2023 OPDPelaksana OPD/Mitra Kerja Pembiayaan
{sesualkan dengan renstra) | Pendulung
1 2 3 4 ] B ol 8
c d ngar [ |
13. Progr
831 regulazi = indung Tersusmnnya regalas Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan | APBO; APBN
K Ek i rlin k | Hidup dan Pertanahan;
dan tedonts [HEE) dan pedoman 1ok BRSDA; Swasta; KPM
HAseal Bernitai
¥onsenvasi Tingegi (ASKT) Tingggi (ABKT)
132 Py i Ie dan evaluasi Tersedia data hasll pemantauan dan evaluasi Dinas Kehutanan BRSDA APBD; APBN
Hayati Provins| k hayati k k hayati
di areal perkebunan secara
barkelanjutan
Melakukan sesialisasi KEE dan Terlak sialisasi KEE dan k Dinas Kelwtanan BESDA, Dinas APEN
kawazan lindung untuk pemerintah lindung Lingkungan Hidup dan
kb fi | Pertanahan
Meningkatkan jumilah Forum Aurnlah forum kolaboras yang dibentuk Dinas Kehutanan BKSM; Pemegang lin | APBD; APBN
Kolabaras! yarg bertanggungjzwab
dalam pengalolaan KEE dan
keanekaragaman hayati di tingkat
provins dan kabupaten/kota
133 i Habltal Tersedia data pengalolasn keanekaragaman BRSDA BPRH APED; APBN
5 Kajlan tekni nat! el bl A bk
pelaksanaan Areal Berndlal
Konservasi Tingagi {ABKT} serta
Mengadakan vitcaria i
‘homerange fioa Taung,
134 Rehabilitzsi dan Restorasi Pamb dan L + oas BRDAS SKK Mi PT.  |APBD; APEN; C5R
Ekosistem keglatan mhabilitasi DAS dengan PUSRI
pelibatan pelaky imssha kefapas sawit
| Sesialisasi padoman d Dinzs Linghungen Hidup dan | BRGM, TRGD; Dinas | AFBD; APBN
dan terkait o Fertanahan Kehutanan; Dinas
pengelodaan restorasi gambut oleh. Perkabunan; BPEO
‘perusahaan dan pekebun
Pendampingan fim restoras gambut | 1amish waha BRGM TRGD:; Dinas APED; APEN
kegistan Lingkungan Hidup dan
berbasis lzhan Pertanahan; Minas
yang dievaliasi Perkebunan
dan dhverifikasi
14. Program dan Prasarana Perkebunan
141 Penyediaan sarana prasarana |vaa‘lwauammm vntuk | Tersedianya sarana prasarana untuk Dinas Perkebunan APED; APBN
k dals pelabin dal T8 pekebun dalam pensrapan pembsiasn GAPEI
Pembukaan Lahan Tanpa Bekar lahan tangs bakar {PLTB), jumish | APKASINDD
{PLTE) pekebun/kelembagaan pakebun penerima
d LTE
e & o ol L APBD, APEN
sarana dan dals dalam PLTB GAPKI; APKASINDD
mencegah PLTE
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Pendampingan tim restoras! gembut | kemlah usaba TRGD; Dinas APED, APBN
kegiatan f Lingkurgan Hidup dan
berbasis lahan Pertanahan; Dinas
yang dievalussl Perkebiman
| dan deverifiasi
i Trenyal untuk | Tersed: prasarana tntuk Ditacs Parioabisnan Dinas Periabunan APBD; APEN
T8 keben dala | kabfloza; GAPE
Pembukaan Lahan Tanps Bakar fahan tanpa bakar (PLTB], jurniah APKASINDD
(eLTE) il L
ek T8
g afe: d. huasi Diiniars. Dinas APAD; APEN
sarana dan dalal dalam T8 GAPHE; APKASINDOD
mancagah PLTE
142 Parmis dan Antisipasi dan Humlah pelaku usaha yang di monitoring dan) Dirsas Kehutanan Dinas Lingkungan APBD; APBN
Kebaiaran Lahan Parkebunan eualussi pefakianaan kowajiban evaluasi Hiduip dan F
setiap perssshaan perkebunan Dinas Perkebunan;
untuk pengendallan kebakaran BFBD; Swasta
lahan dan kebun
K kan kesjasama Kelomy el k P Binas Dinas L APBD; APBN
1ali Apl [KTPA) s gah kebak el b Kohutanan Hidup din Pertanahan;
disekitar perkebiman kelapa sawit Parusahaan
umtuk mencegah kebakaran lahan
dan kebun
indaklanjuti hasil rlak pada wilayah itk Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan APBD; AFBN
titik api (hotspot) kebakaran lahan {apl Hidup dan Pertanahan;
dan kebum Dinas Perkebunen;
BPED
atiran tarkait KTPA KTRA Dinvas Parkebunan Dinas Linghungan APDD; APBN
Hidup dan Pertanahan
143 B Pemetaan resiko rawan bencana Tersedianya pets rasiko rawan bencana BPED Dinas Linghkungan APED; APBN
Kebakaran kebakaran kebakaran Hidup dan Pertanahan;
BAMEG; Dinas
Kehitanan
15. Progr (GRI) pad Tahan
151 | Updating Dwta Emisi GRK melalul | Menghitung dan inventarisasi Jumilah usaha kegiatan berbasis lshan yang Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda; Dinas APBD; APBN
Sign Smart s di [ di ] ks Kehitanan; Dinas.
k Parkebunan
Menyumun bask data nilal simpanan | Tersedianya basis data nila karbon dan T APED; APBN
karbon dan emisi GRK kelapa sawit | emis) GRK kelapa sawit D,
185, Ev Jurnlah usaha kegiatan berbasis lshan yang Dinas Linghungan Hidup dan EPED; Dinas APED; APEN
Lingkungan ermisi di ke rencana aks! | dievaluasi d ok
rritigasi provins
Melaksanakan aks mitlgasi, Tartaksananya aksi mitigas, pemantaan Dinas Perkebunan Dinas Lingkungan APBD; APBN
pemantauan, dan vedifikash dan verifikast penurunan emisi GRE di ‘Hidup dan Pertanahan
; dip
Sawit
153 Sosialisasi i lis i emisi Dinas L g p DinasF APBD; APEN
Emisi GRy dengan targat GRK d Pertanahan; Diras Kehutanan
dan perusahaan
154 Pembinasn terhadap Palaky | Melakaikan sosiaksasi den kegiatan | Jumiah pelak usaha perkebunan yang feah [Dines Unghungan Hidup dan | Dies Parkebunan APBD; APBN
Lisah: naya kapasitas kepads dibesikan pembinsan Pertanahan;Dinas Kebutanan
Penurunan DampakEmisi GRE | pelaku usaha peckebunan
16- Progr PEP) (PP}
161 Prlaporan dan Verifikesi Potensi | Melakukan MRV potensi turrilah pelaky usaha Hidup ¢ “Dinvas Park APBD; APAN
Penurunan Emist G di emisi GRK di keedap: MRV BAPPEDW; Dinas
{ Perkebunan Kalapa Sawit sawit Kehutanan
16.2 Pengendalian k Sumbser lumish manusia [SOM} yang Dinas Lingiungan Hidup dan Dinas Perkebunan; APBI; APEN
i danfatau Daya Manusia (SOM) datam mengikutl kegiatan pelatthan dan BAPPEDA; Dinas
pelatihan dan pemblnaan | Kehutanan
Hidup pembinaan panuninan emis GREK
17.Pro ingl o
173 Identifilkasi Lakan Kritis di Melakukan identifikesi kshan kritis [ Jumiah buk statistik perkebunan Brs; APRD; APEN
Parkeb 3 Sawit [ di Kah/Kats
datam dan atau di luar kawazan
hutan
™ 3 i & dan B Dinas Kehutanan APBD, APBN
dan lahan keitis di el
kelapa sawit
| petunjuk | Jamish o g dis Diinas Kshutanan; APBD; APBN
teknis terkait peningkatan efektifitas S
pengelolaan lahan kritls
Malakikan kajian sesial, ekonoml [ Jumilah Dokumen Kluster Industr Akademisl; Asesiai APED; APBN
gl sevta k ian lahan pengusaha
fritis untuk rencana pemantaatan
172 Pemulinan lahan kritis Maombust skema lihan lahan | Tarsedia & krit Dinas Perkebunan; | APBN; APED
kritis. sebalum dimantaatican untuk BPKH; Dinas
|rencana pemulihan lahan kritis. Linglamgan Hidig dan
Pertanahan
35 Progr o
81 AMDAL kajian studi Jumlah pesarts workshop APBL; APEN
kelayakan tentang pemanfaatan
Gimbiah padat dan limbish cair kelapa
sawit untuk berbagal kepentingan
1832 strategi ber daya Jurniah MO business to business dalam Swasta
business v business dalam dal batang kelapa sawit, Perkabunan Kaky/Kota
pemantaatan batang kelapa kelapa d k b krrya jumiah LMKM yang Dinas Koperasi dan
sawit sehagai bahan baku mengelala nira kelapa sawit sebagai bahan UKM; BUMDes;
berhiagal industri; nira kelaps biaku gula mersh APKASINDO
sawit sebagal bahan baku gula
merafh
18.3 Meningkatian integrasi Jumlah parimbunan yang telah melakkan Dinas Perkebunan; Dinas Dinas Perkebunan APEN; APBD; Swasta
| periebunan kelapa sawit dan integrasi perkebunan kelapa sawit dan Peternakan | Kaby/Kota; Dinas
| peternakan petemakan Petesnakan Kab/Kota
18, Program : i
19.1 ¥ asaran dai data jurmiah PKS yang Dinas Energi dan Sumber Daya | GAPK; Dinas APBD; APBN
Perkebunan/P2HP Evaluasl i: ol nail Mineral Perkebunan
Effluent {POME] sebagai energy Cill MiF Effluent (POME)
terbarikan

Aksi Daerah
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9. Program Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit sebagal Sumber Energl Terbarukan

23. Program Pangulolaan Hutan

(Multy Purpese Tree Specles) di
kebun kelaps sawit yang berads
i dalam kawasan hatan

FEE) | Pemantastan Hutan di Kawasan | Renyediaan dats dan mfarmasi Penerimaan sub sektor kehutanan
Hutan Produksi witayah ussha i kawasan hutan
produksi
Konedings: dan snkranisas
pengendalian izin usaha atau
erjasama pemanfaatan di kawasan
hutan produksi
n2 Fengeloiaan Reacens Tata Hutan |Koordeas: dan sinkranisast wsdan | Jumlah dokomen Eoordnas dan skron
Kesatuan Hutan fungsi den usiilan s, dan fungsi
(XPH} Kewanangan Provinsi hutan Kawasan hulan untuk wiayah provinsi
| Memyelesaikan status izhan usahe | Tersedianya dats penyetesaion status Whan
perkebunan kelaps sawit yang uraha perkebunan kelaps sawit yang
terindilasi dalam kawasan hutan turindikasi dzlam kawassn hitan
M kebun data k i
kelaps sawit masysrakat di dalam  [kebun kelapa sawit masparakat 4 dalam izin)
itin pemanfaatan hitsn @naman pemanfaatan hutan tanaman
M lahan data Tt kelapa
perkabunan kelapa sawit sawit yang tennddcasi dalam kawasan hutsn
masyaraiat wang Terindikasi dalam
kawazan hutan
Melakukan fasilitasd pemenuhan Rimlah iz perhutanan sosial, iin
i sosial, huatan tanamsn atau
lzin pemanfaatan hutan tanaman | perubshan peruntuken kawasan hutan yang
oy el §
kawasan hutan yang keberadaannyn |kawszsan hutan yeng ditsrbitkan
sebelum penunjiken kawasan histsn
133 Peranaman tanaman MPTS Jumish arezl didatem hewasan hutan yang

1913 df tanami MPTS {Multy Purpose Tree
Specins

Disbuan, Siro Hukum, Kejaksasn)

191 Pangotshan dan Hasil dan data jueniah PKS yang Binas Energi dan Sumber Days  [GAPKE Dinay AFBD; AFEN
Perkebunan/P2HP Evaluasi Pemanfaatan Falm Ol Mill | melakuken pemantauan dan evaluasi Palm | Mirsgral |Perketnanan
Effluent (POME} sebagal energy Ol Ml Effusat (POAAE)
| terbarikan
Wikt Pelakzanaan
Mo Engintan (Renstra OP0) Sub Kegiatan Indikatior Kelusran 31 w22 w023 DOPD Palakgang OPD/Mitr2 Korja Pembiayann
{sesusikan dengan renstra) Feadukung
1 2 3 a4 5 & T &
o Tata Kelola dury Sengheta '
20, Pragram Pengelelaan lzin Lokasi dan WGU untuk kebun Kelapa 53wt
20.1 in lokasi lintas deerah igin hemial iokas yang disvatuasi DPAMPTSP Dinas Lingkungan AFED
| estmapatension fokaal Hitiup dan Pertanahan;
[ATR BPN; DPUBMTR
0.2 HGL v data HGL, Jumdsh HGY yang Dinas Linglungan Hidup fen |orun MITR; ATH BPN APBD; APBN
internal dan pergendaian divvabunsi Partanahan
metsksannan kebijakan penstaan
ruang
0.3 Pénechiton STD-H kalape sawlt | Pemsbinaan dan fasiitas penerbitan | amiah Esbon kelapa sawit rakyat yang Dinas Perkeburan DPMPTSP Kab/Kata; APRD; APEN
mendapatkan STO-8 Dinas Parkebunan
KabyKota
21, Program porcepatan realisas kowsjiban dilarn P2 sawit bagi
11 ipnkan faslitasi terhadan regulasi | Penerbitan paraturan tentang fasilitas Dirks Perkobunan GAPKL, MAKS, APBD; AFBN
[pembangunan kebun ketapa fasilitass ketiun kebun kelapa sawit swadaya APRASINDD
sawit awadays cieh porusahaan | kelaps sawit swadays oleh perusabaan
Menyuiun panduan tekniy kebun Tersedianya dota pandean tednis kelapa Dinas Periebunan (GAPKI, MAKS], APBD; APBN
kelapa sawit swadaya sawit swadaya APKASINDD
kansultasi publik Terlnksananys kansubtes pubsiik dan Danas Parkebunan GAPKI, MAKSI, AFBI APEN
MENGENS FaNCangan persturan tariadinnya peraturan tertang fasiitaci APKASINDO
tentang Fasilita: b kabun kelapa sawst
kebun kelaps sawit swadsya oleh
perusshasn
e Sowialisasi sty penyadartahian | Mulakukan sosialisasi kepada petani | Torsedianya mamiah sosialisssi kepada petani Dénas Perketiunan GAPKI MAKSI, APRD; APEN
petani kelapa sawit swadaya letapa sawit swadaya kelapa sawit swadsya | APRASINDO
nia Pembentukan kelompok wsaha Tersedianya jimish kedompok uesha Dinas Perkebunan GAPKL, MAKSI, APBD; APBN
masyarakat kelapa sawit masyarakat kelaps sawit swadaya APEASINDD
wwadaya
s dan PSR ing program PSR Jumizh kelembagasn yang sudah Dinas Perkebunan Dinas Packebunan APED
Kah/Kota
ns Pemantauan dan evaluasi Luaz realiszs| pembangunan kebun kelapa Dinas Perkebunan Swasta APED; AFDN
perusahaan dalam memenuhi sawit masyarakat yang berkelanjutan,
kpwajiban memfasiitas Jumiah gerusshaan
pembangunan kebin kedaps
sawlt swadsya dan masyarakat
yang berkalanjutan
!22. Program Sengheta Kebun Kelapa Sawit
na Pembentukan tim peryelesalan | Pelathan medias: datam lumleh peiatihan medias: Dwnas Lingkisngan Hidup dan ATR BPN; Biro Hukum  [APED; APBN
senghsta |pemsnganan sengketa fakon Pertanshan; Dinas Perkebunen
|perkstianan sawic di hawasan arss
penggunaan lain
Luedmi penanganan sengketa lshan | lamish medias sengketa yang terlaksans mas Lingkungan Hidup dan ATR 8PN APAD; APEN
Pertanaban
23 Fasilit; gk agrarin melahs Jumizh konfik vang difasitas Dinas Lingkungan Hidup dan ATR BFN; Bire Hukbum  [APBD; APEN
tansh garapan perkebunsn penstaaan aset dan penstaan akses Pertanahan; Dinas Porkebunan
rakyat lintas deerah kabupaten
dalam satu provinsi
Melakuk; [ Tien Fiessta Provinsi Sumaters AFED; APEN
pensnganan conghets ishan sengkets Selatan (ATR BPN, DLHP, Dishut,

Dinas Kebutanan

Dinas Kehutanan

Dby Kehutanan

[KFH Setempat

APBD; AFBN

Dinas Kalutanan

Dimas Perheburan; £P1
Setemgat, 8PKH;
Perusshazn; GAPK]

APED, APRN

[Dinas kKehutanan

Dinat  Perkobunan

Danas Perkebunan; me; APEN

| L
Binas Kehutanan Dinas Perkebunan APBD; AFBN
Dinas Kehutanan Pokja PS {perhutanan | APED; APEN
Sosiall; Dimas
Parkebunan
Dinas kebutaman Dinag Perkebunan




-57-

24. Progr TeRE
4.1 Pembuatan peta kelapa sawit di Terseds = di ek APED; APBM
ehosistem gambut Eambut
4.7 Evaluasi kebun yang ada di Tersedianya dokurmen kafian tenzang |APBD; APEN
eknsistern gambut elabuasi kebun di ekosistem gambut
243 Sosialisasi regidasi untuk kebun Jumiah perisshaan yang mendagathan APRI: APEN
kelapa sawit di skosistem soslafisasi
gambut
25, Progrim [MHA], Kinarifan Lolal, dan Hak MHA
5.1 Peningkatan kapasitas MHA dan Hukum Jurndah kels kA i CS0; KPH APBD; APBN: C50
Ekearifan lokal, pengetahuan Adat
tradisicnal, dan hak MHA
it Jurnidah kel C50; KPH APBO, APBIN; (SO
Pendampingan, dan Penguatan
| Kesembagaan Mua
o A et m ™ CS0; KPH (APED; APBN; CS0
%2 Sosiabisasi regulasi MHA Jumizh knfompok MHA yang mendapatian |C50; KPH; Bappeda APBD; APBN; C50
sosialisasi
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